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ABSTRAK 
Muhammad Al Imran (B111 10 020), Efektivitas Kinerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan 
Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar dibimbing 
oleh Andi Pangerang Moenta selaku pembimbing I dan Ratnawati selaku 
pembimbing II. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota Makassar 
dan untuk mengetahui foktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja 
Kota Makassar.  
Penelitian ini bersifat penelitan lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait 
dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian 
kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan 
dengan topic penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara umum dapat disimpulkan 
bahwa: 1. Hingga tahun 2014 ini berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan 
berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain 
pagelaran seni; diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, 
dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti narkoba; dalam 
upaya P4GN; pemetaan jaringan; pemetaan jaringan peredaran narkotika; 
penyelidikan, penangkapan dan penyidikan kasus narkotika; penyitaan aset 
sindikat kejahatan narkotika. Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah 
baik namun secara kuantitas belum efektif. Di mana Kota Makassar adalah 
kota dengan jumlah kasus narkotika tertinggi dibandingkan dengan daerah-
daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan Golongan remaja di Kota Makassar 
yang menyalahgunakan narkotika sudah meningkat statusnya, dari yang 
sebelumnya pemakai meningkat menjadi pemakai dan pengedar. 2. Faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Makassar 
dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan 
fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.  
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Narkotika merupakan hal yang bermanfaat di bidang 
pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu 
pengetahuan. Namun, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.1  
Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan 
akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si 
pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh 
yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta 
menimbulkan rasa berhalusinasi.2 Menurut hasil penelitian dari Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, dampak 
narkotika meliputi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. 
Dampak fisik misalnya gangguan pada sistem saraf (neurologis), 
kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak 
psikologis berupa tidak normalnya kemampuan berpikir, berperasaan 
cemas, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dampak sosial 
                                                          
       
1
 Siswanto. 2008. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 
Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 1-2. 
       
2
 Soedjono. 1985. Narkotika dan Remaja. Bandung: Penerbit Alumni, hal. 1. 
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ekonomi misalnya selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, 
kesehatan, maupun hukum. 3 
Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu global. Sekitar 17 
tahun yang lalu, dalam sidang umum International Criminal Police 
Organization (ICPO) yang ke-66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti 
seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, 
Eropa, Afrika dan Australia. Indonesia masuk dalam daftar tertinggi 
negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang 
narkotika yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, 
Filipina dan Hongkong. Pada sidang tersebut diungkapkan juga bahwa 
narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa 
terutama di Negeri Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh dunia 
termasuk Indonesia. 4 
Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua 
Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, juga 
sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai 
yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran peredaran 
narkotika. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, 
mencapai kurang lebih 237 juta jiwa lebih dengan 40% diantaranya 
adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi 
                                                          
       
3
 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 2014. Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkotika. Makassar, Hlm 16 
       
4
 Moh. Taufik Makaro, dkk. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia 
Indonesia. Hlm. 2. 
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penyalahgunaan narkoba.5 Banyaknya pintu masuk (entry point) yang 
masih kurang terawasi terutama bandara dan pelabuhan peti kemas 
serta pelabuhan gelap menambah suram jalur penyelundupan 
narkotika di Indonesia. 
Saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat 
merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna 
dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. 
Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau 
wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi 
telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang. Hal ini 
terungkap dari penggerebekan pabrik shabu-shabu terbesar di dunia 
tepatnya di Bogor pada Tahun 2004, kemudian pada Tahun 2005 dan 
2007 di Surabaya, bahkan pada Tahun 2013 telah ditemukan adanya 
pabrik narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan Cipinang.6 
Jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami 
peningkatan dari waktu kewaktu. Hasil penelitian Tahun 2008 jumlah 
penyalahguna narkotika mencapai 3.362.527 orang. Kemudian Tahun 
2011 menjadi 3.826.974 orang dan di tahun 2015 prevelensi 
penyalahguna narkotika di Indoesia mencapai lebih dari 5 juta orang. 
Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 % penyalahguna narkotika di 
                                                          
       
5
 Hasil wawancara penulis dengan Jamaluddin,selaku Kepala Bidang Pencegahan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan Pada tanggal 4 Juni 2014, 
Pukul 13.30 WITA. 
      
6
 Wahyu Aji, Puslabfor Polri Pastikan Ada Pabrik Sabu di Lapas Cipinang, 
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/07/puslabfor-polri-pastikan-ada-pabrik-
sabu-di-lapas-cipinang. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014, pada pukul 13.41 WITA. 
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Indonesia berasal dari kalangan pelajar atau remaja. Jumlah tersebut 
menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang 
menggunakan narkoba. 7  Bahkan menurut Deputi Pencegahan Badan 
Narkotika Nasional (BNN) Yeppi Manafe, dari 70 % penyalahguna 
dikalangan pekerja tersebut merupakan pemakai lanjutan, artinya sejak 
menjadi pelajar atau remaja mereka sudah menggunakan narkotika.8 
Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
Dadang Hawari, pada simposium Perkembangan Terkini 
Penyalahgunaan Napza di Masyarakat Perkotaan, data jumlah 
pengguna narkoba yang tercatat belum menggambarkan keadaan 
sesungguhnya. Jumlah pengguna narkoba sesungguhnya bisa 10 kali 
lipat dari yang terdata. 9 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2012 menderita 
kerugian ekonomi lebih dari angka Rp1,9 triliun akibat barang haram 
tersebut. Angka tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah angka 
prevelensi pengguna narkotika di Sulawesi Selatan yang pada Tahun 
                                                          
       
7
 KAPUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2013. 
       
8
 Andika Prabowo, 22 persen pengguna narkoba adalah pelajar, 
http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/21/15/773842/22-persen-pengguna-
narkoba-adalah-pelajar. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014, pada pukul 13.27 WITA.  
       
9
 Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. 
http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.
Remaja.Meningkat. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014, pada pukul 13.40 WITA.  
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2010 lalu mencapai 121.773 orang dan meningkat menjadi 131.200 
orang pada tahun 2013.10  
Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang 
sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa 
ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, 
masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi 
narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan 
preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan 
penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif. 
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika 
Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) 
sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang 
tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 
Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 
Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 
Nasional. 
Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan 
non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan 
bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional 
sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik 
                                                          
       
10
 Hasil wawancara penulis dengan Jamaluddin, selaku Kepala Bidang Pencegahan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan Pada tanggal 4 Juni 2014, 
Pukul 13.30 WITA. 
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serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. 
Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja 
sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat 
dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN 
di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan 
kabupaten/kota. Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia 
belum terdapat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Oleh karena 
itu pelaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah 
Kota Makassar masih dilaksanaka oleh Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Kota (BNK) Makassar. 
Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 
ada enam wilayah di Kota Makassar yang masuk dalam zona merah 
atau rawan terhadap peredaran narkotika. Keenam wilayah tersebut 
adalah Kerung-kerung, Rajawali, Pampang, Cokonuri, Kandea, dan 
Tinumbu. Penetapan tersebut dilakukan menyusul daerah-daerah ini 
menjadi tempat kejadian perkara (TKP) kepolisian beberapa tahun 
terakhir.11  
Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa 
telah terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. 
Padahal di Kota Makassar telah didirikan Badan Narkotika Nasional 
                                                          
       
11
 Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Aidil Aqsa selaku Kepala Bidang 
Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan Pada tanggal 4 Juni 2014, Pukul 11.00 WITA. 
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Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian tersebut. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka 
masalah  yang akan diteliti dirumuskan  sebagai  berikut: 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota Makassar? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan 
remaja Kota Makassar? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian dalam  rangka  memenuhi  syarat  penulisan  
skripsI ini adalah sebagai  berikut:  
1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui foktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika 
dikalangan remaja Kota Makassar.  
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Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai  berikut: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya 
dalam kajian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. 
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak termasuk Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan dan kalangan akademis serta 
masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum 
Masyarakat dan Pembangunan khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Menurut Achmad Ali, ada tiga pendekatan yang digunakan 
dalam mempelajari ilmu hukum yaitu:12 
1. Pendekatan Jurisprudential atau kajian Normatif Hukum 
Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup 
seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-
aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Kajian normatif 
memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang 
menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 
Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa 
yang salah dan apa yang benar.13 
2. Pendekatan Filosofis 
Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, 
diantaranya kajian tentang moral keadilan. 
3. Pendekatan Empiris atau Legal Empirical 
Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat realitas (reality), tindakan (action) dan 
                                                          
       
12
 Achmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia. hlm. 6-7. 
       
13
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap 
Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 1. 
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perilaku (behaviour). Jadi, kajian empiris adalah kajian yang 
memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan 
sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.14 Pendekatan legal empirical 
masih dibedakan lagi ke dalam kajian-kajian sebagai berikut: 
1) Sosiolgi hukum; 
2) Antropologi hukum; 
3) Psikologi hukum; 
4) Hukum dan ekonomi (Law and economic); 
5) Hukum dan Pembangunan (Law and development); 
6) Hukum dan struktur sosial (Law and structure); 
7) Kajian hukum kritis (critical legal studies) 
Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan kajian empris 
terhadap hukum, lebih khusus lagi kajian sosiologi hukum yang akan 
penulis jelaskan pada sub-sub selanjutnya.  
Menurut Achmad Ali, sosiologi hukum adalah suatu kajian yang 
objeknya adalah fenomena hukum tetapi menggunakan optik ilmu 
sosial dan teori-teori sosiologis. Berbeda dengan kajian normatif yang 
menekankan pada law in books, hukum sebagaimana seharusnya dan 
karena itu berada dalam dunia das sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum 
menekankan kajian pada law in actions, hukum dalam kenyataannya, 
hukum sebagai tingkah laku manusia berarti berada di dunia das sein. 
Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat 
                                                          
      
14
 Ibid. hlm. 2. 
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deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif 
yang bersifat preskriptif. 15 
Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan suatu 
ilmu pengetahuan yang secara teoritis analisis dan empiris menyoroti 
pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya16. Menurut 
Soedjono Dirdjosisworo,17 sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu 
pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan 
timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial 
lain. 
Sedangkan menurut Alvin S. Johnson18, sosiologi hukum adalah 
bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas 
sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi 
perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif 
(organisasi-organisasi yang baku, adat-istiadat sehari-hari dan tradisi-
tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi 
dasarnya (struktur kekurangan dan kepadatan lembaga-lembaga 
hukumnya secara demografis. 
Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya 
sekedar sebagai sesuatu yang logis melainkan juga memandang 
hukum sebagai sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum 
                                                          
       
15
 Ibid. hlm. 5. 
       
16
 Soerjono Soekanto. 2013. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 
hlm. 25. 
       
17
 Soedjono Dirdjosisworo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 
hlm. 51. 
       
18
 Alvin S. Johnson. 2004. Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 64 
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merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. 
Sosiologi hukum akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu 
dalam masyarakat terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya 
adalah efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan 
hukum terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan-aturan 
hukum terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan 
hukum.19 Jika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas 
persoalan pencurian, sosiologi hukum tidak membahas pasal undang-
undangnya, tidak pula membahas mengenai aspek moral dari 
persoalan pencurian, melainkan mempertanyakan bagaiman pencurian 
dalam kenyataannya.20 
Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri 
merupakan ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan 
sosial atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari 
masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada 
hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut yakni struktur 
sosial dan struktur dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan 
pula struktur sosial yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga 
sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosiaL.21 
                                                          
       
19
 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media 
Group. hlm. 30. 
       
20
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Op. Cit. hlm. 3. 
       
21
 Soerjono Soekanto. 2013. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Op. Cit. hlm. 65. 
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Menurut Vilhelm Aubert, sosiologi hukum merupakan cabang 
dari sosiologi umum yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain 
seperti sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi medis. Ia 
seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis 
sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi 
hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi 
hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur 
oleh hukum dapat membantu para pembuat undang-undang atau 
pengadilan dalam membuat putusannya. Dan yang benar-benar 
penting adalah fungsi kritis dalam sosiologi hukum sebagai suatu 
penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum 
dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya22. Untuk lebih 
memudahkan dalam menelaah kajian sosiologi hukum, berikut 
karakteristik kajian sosiologi hukum menurut beberapa pakar . 
Enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang dicetuskan 
oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut23: 
1. Pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual 
dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam 
mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains 
untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. 
Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar 
                                                          
       
22
 Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Op. Cit. hlm. 9. 
       
23
 Ibid. hlm, 9-10. 
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terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya 
membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang 
merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang 
pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut 
serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu. 
3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi efektif. 
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang 
doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa 
efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari 
masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu 
mnunjukkan kepada kita, bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di 
luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
5. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara 
wajar atau patut (equitable application of law), yaitu memahami 
aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun 
hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi 
kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan 
kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara 
kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari 
orang-orang pada umumnya. 
6. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
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Sedangkan Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut 
Zainuddin Ali, adalah sebagai berikut:24 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap 
praktik-praktik hukum. Apabila prakti-praktik hukum itu dibeda-
bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam 
pengadilan maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana 
praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum 
tersebut. 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu 
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
sendiri terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang 
berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang 
asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa 
hukumnya dan bagaimana penerapannya. Sajipto Rahardjo 
mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan 
yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu 
cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek tingkah laku 
sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah 
menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga 
mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud 
mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu, 
                                                          
        
24
 Zainuddin Ali. 2005. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 8-9. 
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sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak 
dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang 
bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku 
seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi 
hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan 
hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama 
sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini. 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu 
peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi 
suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan 
masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah 
“apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan 
itu?” bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? 
Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan 
pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang 
pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, 
sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris. 
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu 
lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada 
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, 
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seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan prakti-praktik 
yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan 
di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, 
melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan 
bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang 
nyata. 
Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada dua 
pendapat utama yang dicetuskan oleh J.Van Houtte yaitu sebagai 
berikut:25 
1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum 
harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum 
harus menghasilkan suatu sintesis antar hukum sebagai sarana 
organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam 
fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak 
kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasikan konteks 
sosial di mana hukum tadi diharapkan berfungsi. 
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi 
hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.  
Dari ruang lingkup maupun dari perspektif sosiologi hukum 
sebagaimana dijelaskan di atas maka Soerjono Seokanto mengatakan 
                                                          
       
25
 Soerjono Soekanto. Op. Cit. hlm. 25. 
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bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah 
sebagai berikut:26 
1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-
kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks 
sosial. 
2. Penguasaan konsop-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 
kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap 
efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana 
pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan 
sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-
keadaan sosial tertentu. 
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas 
hukum di dalam masyarakat. 
B. Efektivitas Hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas 
diartikan sebagai keefektifan. Hal ini berarti bahwa kata efektivitas 
digunakan untuk menentukan apakah sesuatu yang digunakan sudah 
efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan 
sebelumnya. Apabila arti kata efektivitas di atas kemudian dikaitkan 
dengan kalimat efektivitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
                                                          
       
26
 Ibid, hlm. 26. 
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narkotika di kalangan remaja Kota Makassar maka batasan yang 
dimaksud adalah bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan akan mewujudkan tujuan pencegahan dan pemberantasan 
narkotika dikalangan remaja Kota Makassar.  
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan 
hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar 
target yang menjadi sasaran ketaatanya, maka dapatlah dikatakan 
bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun 
demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, 
tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.27 
Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam 
tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C. Kelman,yaitu:28 
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-
menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 
lain menjadi rusak. 
                                                          
       
27
 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum ( Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(judiclalprudence) vol. 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup. hlm. 
375. 
       
28
 Ibid. hlm. 347-348. 
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3. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, benar-benar karena ia merasa sesuai dengan nilai-
nilai intrinsik yang dianutnya.  
Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman 
tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena 
ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance 
dan tidak karena identificatioan atau internalization tetapi juga dapat 
terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua jenis 
atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu 
memang cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia 
dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya 
dengan pihak lain. 
Menurut Achmad Ali,  bahwa ukuran untuk menentukan efektif 
atau tidaknya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sangat 
bergantung pada dua hal: 29 
1. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. 
2. Meskipun sebagian masyarakat terlihat menaati hukum, maka 
ukuran kualitas efektivitas aturan itu masih dapat dipertanyakan. 
Misalnya, apabila sebagian warga masyarakat menaati suatu 
aturan karena compliance atau identification, maka kualitas 
keefektifan suatu aturan itu masih rendah. Sebaliknya semakin 
banyak warga masyarakat yang menaati hukum yang bersifat 
                                                          
       
29
 Ibid. hlm. 349. 
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internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan 
tersebut. 
Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 
umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya 
takut sanksi maka derajad ketaatanya sangat rendah karena 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda jika 
ketaatan yang besifat Internalization, yang ketaatanya karena aturan 
hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang 
dianutnya maka derajat ketaatanya yang tertinggi. 
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan, ketaatan dan 
efektivitas hukum 
Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum, yaitu: 30 
1. Faktor hukumnya sendiri; 
Bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal 
dari undang-undang mungkin disebabkan karena:31 
1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 
2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang. 
3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
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 Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 
Jakarta: Rajawali Pers. hlm 8. 
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 Ibid. hlm 17-18. 
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2. Faktor penegak hukum; 
Ruang lingkup istilah penegak hukum luas sekali, oleh karena 
mencakup orang-orang yang secara langsung dan secara tidak 
langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara 
sosiologis, Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan 
peran. Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kedudukan 
tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran. Seorang penegak 
hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, 
lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus. 
Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai 
kedudukan dan peran timbul konflik. Jika di dalam kenyataannya 
terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan 
peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual.32 
Masalah peran sangat penting, oleh karena pembahasan 
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada 
diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, diskresi menyangkut 
pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di 
mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam 
penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena: 
1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, 
sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia. 
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2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan 
perundang undangan dengan perkembangan-perkembangan 
dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. 
3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-
undang. 
4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan 
khusus. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 
Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. 
Jika hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 
mencapai tujuannya.33 
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan; 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat 
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mempengaruhi penegakan hukum tersebut.34 Dari sudut sistem 
sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat 
majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-
kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar 
penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-
cirinya dengan wilayah perkotaan. 35 
Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum harus 
mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di 
lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan 
peranan yang ada. Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami 
adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang 
sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat 
setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut antara lain lembaga 
pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum 
dan seterusnya. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut 
mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh 
yang sangat besar terhadap stabiitas maupun perubahan-
perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.36 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasl karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
                                                          
       
34
 Ibid. hlm 45 
       
35
 Ibid. hlm 50 
       
36
 Ibid. hlm 51 
25 
 
Kebudayaan (sistem) hukum merupakan nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 
dihindari).37 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut 
mungkin memiliki pengaruh posiif dan negatif. Akan tetapi, diantara 
semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum mempunyai titik 
sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun 
oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak 
hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan 
hukum oleh masyarakat luas.38  
Menurut C.G Howard dan R.S Muners, faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu antara 
lain:39 
1. Relevansi aturan hukum secara umum,dengan kebutuhan hukum 
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk 
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk 
mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut. 
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2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukanya aturan hukum. Jadi, 
perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan 
baik, jika aturanya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti. 
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dianggap 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. 
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, 
mampu mengetahu keberadaan suatu aturan hukum dan 
substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan 
secara optimal. 
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 
seyogiyanya aturanya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 
lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 
mengharuskan (mandatur). 
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi 
yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum 
tentu tepat untuk tujuan lain. 
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6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-
undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di 
Indonesia saat ini terlalu berat jika dibandingkan dengan jumlah 
penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk 
mengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang 
pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu 
dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan 
untuk suatu jenis kejahatan tentunya akan berakibat warga 
masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut. 
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap 
(Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). 
Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi 
terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah 
mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui 
proses hukum. Mengancamkan sanksi perbuatan yang sering 
dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan 
dibuktikan. 
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8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang 
menjadi target diberlakukanya aturan tersebut. Aturan hukum yang 
efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan 
sanksi bagi tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma 
lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau 
kebiasaan ,dan lainya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang 
oleh norma lain, akan lebih tidak efektif. 
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesionalnya para penegak hukum 
untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari 
tahap pembuatanya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya 
yang mencakupi tahapan penemuan hukum (Penggunaan 
penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapanya 
terhadap suatu kasus konkret. 
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang 
minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum 
sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin 
efekfifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat 
dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. 
29 
 
Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas dari suatu aturan hukum atau perundang-undangan adalah 
sebagai berikut: 40 
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
yang ada di masyarakat. 
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan,yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instansi 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Pada umumnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu 
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan 
peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam 
menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka atau dalam 
menegakan peraturan perundang-undangan tersebut yang jelas bahwa 
seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena 
terpenuhinya suatu kepentingannya (Interest) oleh perundang-
undangan tersebut. Bekerjanya undang-undang dapat ditinjau dari dua 
perspektif:41 
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1. Perspektif Organisatoris 
Perspektif organisatoris yang memandang perundang-
undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada 
perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi, 
yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-
undangan. 
2. Perspektif Individu 
Perspektif individu atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus 
pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur 
oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus 
pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor 
kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak 
menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola prilaku warga 
masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-
undangan atau hukum. 
Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 
efektivitas hukum. Agar hukum efektif, maka diperlukan aparat 
penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi 
dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan 
(Compliance), dengan kondisi tersebut menunjukan adanya indikator 
bahwa hukum tersebut adalah efektif.42 
                                                          
       
42
  Siswanto Sunarso. 2011. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi 
Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 89-90. 
31 
 
Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastianya. 
Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa 
pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut 
harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar 
efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung 
pula pada persepsi manusia terhadap risiko yang dideritanya apabila 
melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah 
bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang 
melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman 
hukuman yang berat. Disamping itu, kecepatan penindakan 
pelaksanaan hukuman dengan kepastian dan beratnya hukuman 
mempunyai efek yang lebih besar terhadap kefektifan hukum.43 
D. Uraian Umum Tentang Narkotika 
Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah 
menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat. Ada 
pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkotika dan obat-
obatan berbahaya (Narkoba). Selain itu, ada pula istilah yang 
digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu 
Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA). Semua istilah 
diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai risiko 
kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara 
umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun setelah 
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berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur 
ke dalam perundang-undangan yang baru. 
1. Definisi Narkotika 
Secara etimologi narkotika berasal dari kata narkoties yang 
sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius.44 Sifat 
dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga 
menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, 
persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan 
dalam pembiusan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat 
dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 
terlampir dalam Undang-Undang ini. 
Berikut adalah pandangan dari beberapa ahli mengenai 
pengertian dari narkotika: 
1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan 
bahwa:  
 
“Narcotics are drugs which produce insebility stupor duo to their 
depressant effect on the control nervous system. Included in this 
definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and 
synthetics opiates (meperidine, methadone)”.45 
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Yang artinya yaitu narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat 
mengakibatkan ketidak samaan atau pembiusan dikarenakan 
zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. 
Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan 
turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu 
sintetis (meperidine, methadone). 
2) Sudarto berpendapat bahwa perkataan narkotika berasal dari 
bahasa Yunani Narke yang berarti terbius sehingga tidak 
merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerika dapat 
dijumpai pengertian: “Narcotic is a drug that dulls the senses, 
relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying 
degrees sedang drug diartikan sebagai: Chemical agen that is    
used therapeuthically to treat disease/Morebroadly, a drug  
maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm”. 
Jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan 
rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.46 
3) Soedjono berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang bisa 
menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang 
menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. 
Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa 
sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-
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khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia 
medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan 
kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk 
menghilangkan rasa sakit.47  
2. Jenis-Jenis Narkotika 
Adapun jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:  
a. Narkotika golongan I 
Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Antara lain sebagai berikut: 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-
bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, 
diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang 
hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus 
dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.  
3. Opium masak terdiri dari : 
a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui 
suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa 
penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud 
mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan. 
b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun 
atau bahan lain. 
c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
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4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau 
dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus 
Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang 
menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. 
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun 
koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan 
kokaina. 
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan 
semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, 
hasilolahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja 
termasuk damar ganja dan hasis. 
  
b. Narkotika golongan II 
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Antara lain seperti: Alfasetilmetadol, Alfameprodina, 
Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, 
Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Morfina-N-oksida, 
Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 
lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah 
satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain. 
c. Narkotika golongan III 
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
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mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: 
Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, 
Etilmorfina: 3-etil morfina, Kodeina: 3-metil morfina, 
Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina, Nikokodina: 6-
nikotinilkodeina, Norkodeina: N-demetilkodeina, Polkodina: 
Morfoliniletilmorfina, Propiram:N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2 
piridilpropionamida, Buprenorfina, Garam-garam dari Narkotika 
dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan 
difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, Campuran atau 
sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika. 
3. Penyalahgunaan Narkotika 
Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa 
asingnya disebut abuse yaitu memakai hak miliknya yang bukan 
pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu 
mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.48 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan 
yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah 
penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, 
yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika 
tanpa hak atau secara melawan hukum. 
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 M. Ridha Ma’roef.1986. Narkotika Masalah dan Bahayanya. Jakarta: CV. Marga 
Djaya. Hlm.9 
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Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik 
oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single 
Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
1988 ), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. 
Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang 
dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah 
penyalahgunaan narkotika dan merupakan wujud dan bentuk nyata 
dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 
yang Mengubahnya. 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single 
Convention on Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa: 
“A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its 
country render it the most appropriate means of protecting the 
public health and welfare, prohibit the production, 
manufacture, export and import of, trade in, possession or use 
of any such drug except for amounts which may be necessary 
for medical and scientific research only, including clinical trials 
therewith to be conducted under or subject to the direct 
supervision and control of the Party.” Yang artinya kurang 
lebih sebagai berikut: 
“Suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan 
kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling 
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tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, 
melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, 
pemilikan atau penggunaan narkoba apapun kecuali seperti untuk 
jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah 
saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau 
tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak 
tersebut.”  
Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 
menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana 
kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari 
negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan 
penyalahgunaan tersebut dilakukan. 
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika 
Narkotika yang disalahgunakan oleh setiap individu dapat 
membawa efek-efek negatif terhadap tubuh si pemakai itu sendiri 
baik fisik, psikis, maupun sosial yang antara lain:49 
a. Menyebabkan fungsi otak dan perkembangan remaja 
terganggu. Di mana daya ingat akan menurun, sulit 
berkonsentrasi, tidak dapat bertindak rasional, menimbulkan 
prasaan khayal dan kemampuan belajar menurun. 
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 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 2014. Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkotika. Makassar, Hlm 17-18. 
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b. Gangguan kesehatan yaitu kerusakan atau gangguan fungsi 
organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar 
endoktrin, sistem reproduksi, infeksi hepatitis B/C, HIV/AIDS, 
penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi dan gigi berlubang. 
c. Gangguan prilaku seperti mudah tersinggung, marah, sulit 
mengendalikan diri dan hubungan dengan keluarga dan sesama 
terganggu. 
d. Merosotnya nilai-nilai seperti nilai-nilai kehidupan agama, sosial, 
budaya, sopan santun hilang, menjadi asocial dan tidak peduli 
dengan orang lain. 
e. Mengakibatkan kejahatan, kekerasan dan kriminalitas yaitu 
penyalahgunaan narkotika jenis tertentu merupakan perbuatan 
yang dilarang berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 
tentang narkotika, dampak narkotika itu sendiri dapat mengarah 
kepada kegiatan kriminal dan tindakan kekerasan. 
f. Mungkin kerusakan paling parah akibat narkotika adalah dalam 
keluarga, dimana kehidupan keluarga tidak berfungsi normal. 
g. Menyadari bahwa sebagian besar pengguna narkotika adalah 
generasi muda dan berada dalam usia produktif, menunjukkan 
kerugian besar bagi negara Indonesia. Komponen biaya biaya 
yang dikeluarkan antara lain biaya konsumsi narkotika, biaya 
terapi dan rehabilitasi, biaya produktivitas yang hilang, kematian 
akibat narkotika dan tindakan kriminalitas. 
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E. Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 
(BNNK) 
1. Badan Narkotika Nasional (BNN) 
 
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). 
Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian 
yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab 
kepada presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan 
wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 
BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan 
BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 
Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN 
provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal. 
a. Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN 
Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 
Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yaitu: 
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a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara 
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan 
masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional 
maupun internasional, guna mencegah dan memberantas 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 
tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 
Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan 
Narkotika Nasional diatur bahwa: 
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 
mengenai pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol. 
Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 
23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur bahwa 
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dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta 
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; 
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, 
kriteria, dan prosedur P4GN; 
c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; 
d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, 
hukum dan kerja sama di bidang P4GN; 
e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN 
di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama; 
f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; 
g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen 
masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta 
pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; 
h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di 
lingkungan BNN; 
i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran 
serta masyarakat; 
j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di 
bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol; 
l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun 
komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 
penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan 
lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; 
m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika 
dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun masyarakat; 
n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna 
dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 
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adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang 
telah teruji keberhasilannya; 
o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan 
peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan 
hukum di bidang P4GN; 
p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan 
internasional di bidang P4GN; 
q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan 
P4GN di lingkungan BNN; 
r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang 
P4GN; 
s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, 
dan kode etik profesi penyidik BNN; 
t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian 
dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang 
P4GN; 
u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan 
precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol; 
v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan 
prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol; 
w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 
nasional di bidang P4GN. 
Dalam pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 4 
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 
Tentang Badan Narkotika Nasional diatur wewenang dari BNN, 
yaitu:  
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan 
penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
Kemudian dalam pasal 71 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur 
bahwa: 
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1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
dilaksanakan oleh penyidik BNN. 
2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Kepala BNN. 
b. Instansi Vertikal 
Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan 
Narkotika Nasional diatur tentang instansi vertikal. yaitu: 
1) Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan 
wewenang BNN di daerah. 
2) Instansi vertikal BNN terdiri dari: 
a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; 
dan; 
b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan 
BNNK/Kota. 
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berkedudukan di 
ibukota provinsi, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala 
BNN. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan 
wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam Pasal 34 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan 
Narkotika Nasional diatur Susunan organisasi BNNP terdiri dari: 
Kepala BNNP, satu Bagian Tata Usaha yang membawahkan 
sebanyak banyaknya empat Subbagian dan Sebanyak-banyaknya 
lima Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-
banyaknya lima Seksi. 
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) 
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BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. BNNK/Kota 
mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang 
BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 37 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan 
Narkotika Nasional diatur Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri 
dari Kepala BNNK/Kota, satu Subbagian Tata Usaha; dan 
Sebanyak-banyaknya lima Seksi. 
F. Karakteristik Remaja  
Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, 
melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti 
Antropologi, Psikologi dan Pedagogi. Konsep remaja juga merupakan 
konsep yang relatif baru yang muncul kira-kira setelah era 
industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan 
negara-negara maju lainnya.50 Dengan demikian, masalah remaja baru 
menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam seratus tahun terakhir 
ini saja. 
Di zaman modern ini, terjadi perkembangan pendidikan yang 
sangat pesat. terutama psikologi dan ilmu pendidikan. Salah satu 
kemajuan di bidang psikologi adalah dirincinya fase-fase 
pekembangan manusia, ciri-ciri dan gejala-gejala yang tampak pada 
setiap fase perkembangan tersebut secara mendalam. Pada fase-fase 
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 Sarlito W. Sarwono. 2013. Psikologi Remaja (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers. 
hlm. 6. 
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perkembangan itu, masa remaja merupakan pusat perhatian. Hal ini 
disebabkan karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa 
kanak-kanak ke masa dewasa. 51 
Menurut Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, karakteristik 
remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga 
seringkali ingin mencoba-coba, menghayal dan merasa gelisah serta 
berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa disepelekan atau 
tidak dianggap. Seringkali remaja melakukan perbuatan-perbuatan 
menurut normanya sendiri karena terlau banyak menyaksikan 
ketidakkonsistenan di masyarakat yang dilakukan oleh orang 
dewasa.52 Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, Masa remaja 
merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada 
antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari 
kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya.53 
Menurut Sofyan S. Willis, masa remaja adalah suatu tahap 
kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, 
masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh 
negatif, seperti narkoba, kriminal dan kejahatan seks. 54 Sedangkan 
menurut Zakiah Dradjat, remaja adalah masa transisi. Seorang 
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individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah yang 
penuh dengan kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia 
yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun 
terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada 
keadaan dan tingkat sosial masyarakat di mana individu hidup. 
Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena 
seorang remaja harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri 
dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya.55  
Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan 
faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. 
Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain 
yang memainkan peran penting yaitu faktor lingkungan si pemakai 
zat.56 Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja 
dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyelahgunakan zat. 
Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan zat dicetuskan 
oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkunan dan kondisi 
psikologis remaja. 
Di dalam fase-fase perkembangan, kedudukan usia remaja 
dijelaskan oleh beberapa orang ahli seperti:57 
1. Aristoteles: membagi fase perkembangan manusia dalam 3 kali 7 
tahun. Di mana masa remaja berusia dari 14-21 tahun. 
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2. Menurut Zakiah Daradjat, masa remaja itu lebih kurang antara 13-
21 tahun. 
3. Perkembangan fase-fase perkembangan yang agak luas dijelaskan 
oleh Arthur T. Jersild cs, dalam bukunya Child Psychology (1978) 
yaitu:  
  5-12 tahun : masa anak-anak (middle childhood); 
 15-18 tahun : masa remaja (adolescence); 
 18-25 tahun : masa dewasa awal (pre adulthood); 
 25-45 tahun : masa dewasa (early adulthood); 
 45-55 tahun : masa dewasa akhir (late adulthood); 
 55-x tahun : masa tua (senescence) dan akhir kehidupan. 
 
Jadi, ummnya para sarjana berpendapat bahwa batas umur remaja 
berkisar antara 13 sampai dengan 21 tahun. 
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia 
konsep tentang remaja tidak dikenal. Hukum di Indonesia hanya 
mengenal istilah anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan 
untuk itu pun bermacam-macam. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan frasa,”... 8 
(delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), 
beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait 
dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” adalah bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, 
kecuali dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”. Intinya, pembatasan umur 
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anak telah berubah dari 8 Tahun s/d 18 tahun menjadi 12 Tahun s/d 18 
tahun. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan klasifikasi 
umur remaja di dalam ilmu psikologi remaja yaitu berkisar antara 13 
sampai dengan 21 tahun. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat 
batasan umur remaja secara jelas di dalam peratuan-peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan 
batasan umur antara remaja dan anak, sebagaimana penulis paparkan 
di atas. 
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BAB  III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan ditiga tempat yaitu Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, Kantor Polisi Reserse 
Narkoba Polrestabes Kota Makassar dan Balai Rehabilitasi BNN 
Baddoka Makassar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut 
yaitu berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan, Kota 
Makassar adalah kota dengan jumlah kasus narkotika tertinggi 
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan 
selama tahun 2009-2013. 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini, peneliti penulis mengumpulkan data secara 
aktual dan lengkap dari objek penelitian ini, yaitu anggota Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, anggota Polisi 
Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, petugas Balai 
Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Pelajar SMAN 9 Makassar, 
SMAN 17 Makassar dan Mahasiswa Universitas Hasanuddin 
Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar 
serta remaja yang hidup di jalan atau anak jalanan di Kota Makassar. 
 
 
 
51 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Pengumpulan data erat kaitannya dengan sumber data, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung 
penelitian ini dapat dilakukan melalui pengumpulan: 
1. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan 
dilapangan melalui teknik wawancara dengan anggota Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, anggota 
Polisi Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar dan petugas 
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji 
dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa 
buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, 
maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan 
objek penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Guna mengumpulkan data-data yang digunakan dalam rangka  
penulisan skripsi ini, maka pendekatan metode pengumpulan 
datanya  adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan 
Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan 
pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan 
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perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-
buku yang berkaitan dengaan latar belakang permasalahan, 
termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan 
media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri 
akan dipilih dan dipilah sesuai tingkat kepentingan (urgensi) dari 
penulisan skripsi  ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Penelitian akan dilakukan dengan terjun langsung ke 
lapangan melakukan observasi dan interview, dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. 
1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung yang 
berkaitan dengan topik permasalahan. 
2) Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan 
anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan, anggota Polisi Reserse Narkoba Polrestabes Kota 
Makassar dan petugas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka 
Makassar. 
3) Pembagian kuesioner kepada sejumlah Pelajar SMAN 9 
Makassar, SMAN 17 Makassar dan Mahasiswa Universitas 
Hasanuddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia, 
Universitas Negeri Makassar dan remaja yang hidup di jalan 
atau anak jalanan di Kota Makassar. 
E. Metode Analisis Data 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dari studi lapangan 
dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil 
atau kenyataan objek yang akan disusun secara logis. Selanjutnya dari 
pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan 
dibahas akan disusun dalam suatu laporan hasil penelitian mengenai 
efektivitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika 
Dikalangan Remaja Kota Makassar. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 
(BNN) Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota 
Makassar, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan adalah instansi 
vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, 
fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional 
(BNN) 2010-2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi 
sebagai berikut: “Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang 
profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen 
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya”. 
Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok 
program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan, maka dirumuskan visi 
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Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
“Menjadi instansi vertikal yang profesional dan mampu menggerakkan 
seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam 
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan”. 
Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka 
dirumuskan misi sebagai berikut: “Bersama komponen masyarakat, 
instansi pemerintah terkait dan Swasta di Sulawesi Selatan 
melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat,    
pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya”. 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut: 
1) Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Sulawesi Selatan 
terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. 
2) Peningkatan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba. 
3) Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu 
narkoba di Sulawesi Selatan. 
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4) Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan. 
Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu: 
1) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, 
mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/risiko tinggi 
terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
2) Meningkatnya peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok 
masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan 
pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di 
lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba. 
3) Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat 
rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba 
melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan 
komponen masyarakat. 
4) Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
melalui pemberdayaan Alternatif/Pengembangan Komunitas di 
daerah perkotaan dan pedesaan. 
5) Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan 
atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis 
dan sosial.  
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6) Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna 
dan/atau pecandu narkoba.  
7) Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.  
8) Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika.  
9) Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak 
kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika.  
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 2011-2014, strategi yang 
ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain: 
1) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara 
membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 
kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba. 
2) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan 
masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara 
mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan 
bebas narkoba. 
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3) Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi 
penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara 
meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi 
penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. 
4) Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat 
jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta 
menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba. 
Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program 
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan, maka perlu disusun tugas dan fungsi pejabat dan staf di 
lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan. Oleh karena itu, berikut adalah struktur organisasi dan uraian 
tugas dan fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan 
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 
KEP/06/X/2011/BNNP Tentang Tugas dan Fungsi Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
59 
 
STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 
(BNNP) SULAWESI SELATAN 
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Dalam skripsi ini, Penulis memfokuskan pada efektivitas kinerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam 
bidang pencegahan dan pemberantasan. 
1. Bidang Pencegahan 
Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN)58 di bidang pencegahan dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud di atas, bidang pencegahan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan 
dalam wilayah Provinsi;  
b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam 
wilayah Provinsi; dan  
c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan 
kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang 
Pencegahan terdiri atas dua seksi yaitu:  
a. Seksi Desiminasi Informasi dan  
b. Seksi Advokasi  
 
                                                          
       
58
 Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah P4GN untuk Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 
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Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi 
yang mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi 
P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Desiminasi Informasi 
mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:  
a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan 
kebutuhan pelaksanaan kegiatan;  
b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 
intansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan;  
c. Melaksanakan desiminasi informasi P4GN;  
d. Melaksanakan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada 
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;  
f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas;  
Seksi Advokasi dimpimpin langsung oleh seorang Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di 
bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 
penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika 
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Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Advokasi mempunyai tugas dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Menyusun Jadwal waktu (time schedule) atas Pelaksanaan 
Advokasi di bidang Pencegahan secara berkala;  
b. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 
penyajian materi penjuluhan P4GN;  
c. Melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan non 
pemerintah yang akan di advokasi P4GN;  
d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembentukan kader 
sadar narkoba;  
e. Melaksanakan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten/Kota; 
f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi advokasi bidang 
pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan 
untuk penentuan kebijakan lebih lanjut. 
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
2. Bidang Pemberantasan 
Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang 
pemberantasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam 
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melaksanakan tugas bidang pemberantasan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Pelaksaanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 
b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam 
rangka pemutusan jaringan kejahatan teroorganisasi 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor, dan 
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset 
dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan 
melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional 
Kab/kota. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang 
Pemberantasan terdiri atas tiga seksi yaitu:  
a. Seksi Intelijen;  
b. Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; dan  
c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.  
 
Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan 
intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi 
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kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi Intelijen 
mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kegiatan seksi intelijen BNNP Sulawesi Selatan;  
b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi 
data tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;  
c. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau 
tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan 
tindak pidana narkotika atau yang berkaitan sesuai undang undang 
Narkotika;  
d. Melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap 
narkotika;  
e. Melakukan kegiatan intelejen berbasis tekhnologi di wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan;  
f. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis 
teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas;  
Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka 
pemutusan jaringan kejahatan teroorganisasi penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prokursor dan bahan adiktif 
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lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis 
kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi 
penyidikan, penindakan, dan pengejaran, mempunyai tugas dengan 
rincian sebagai berikut :  
a. Menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan 
pengejaran Bidang pemberantasan;  
b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan 
bahan informasi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika 
dan precursor narkotika;  
d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian 
uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan precursor 
narkotika;  
e. Pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor 
narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan 
tindak pidana narkotika dan precursor narkotika kepada penuntut 
umum;  
f. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi daerah 
rawan peredaran gelap narkotika;  
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
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Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset dimpimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan 
penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset 
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seksi pengawasan tahanan, 
barang bukti dan aset mempunyai tugas dengan rincian sebagai 
berikut:  
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tahanan barang 
bukti, dan aset Bidang Pemberantasan.  
b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi 
tindak Pidana narkotika, termasuk melakukan pendataan barang 
bukti , tahanan, dan aset tersangka baik yang ditangani BNNP, 
maupun pada lembaga Penegak Hukum lainnya,  
c. Menginventarisasir data tindak pidana narkotika dan atau precursor 
narkotika, tahanan, barang bukti dan aset yang berkaitan dengan 
kasus sebagaimana dimaksud.  
d. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum 
lainnya guna melaksanakan kegiatan P4GN.  
e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
Komponen kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai 
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tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut dalam bidang 
pencegahan dan pemberantasan yaitu: 
Tabel 1 
Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan 
No BIDANG KOMPONEN KEGIATAN 
1 PENCEGAHAN 
Pagelaran Seni Budaya 
Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak 
Diseminasi Melalui Media Luar Ruang 
Diseminasi Media Elektronik 
Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba 
Pameran Anti Narkoba 
Advokasi P4GN di Lingkungan Perkantoran 
Pemerintah 
Advokasi P4GN Pada Lingkungan Swasta 
Advokasi P4GN Pada Organisasi/ Kelompok 
Masyarakat 
Pembentukan dan Pelatihan Kader Penyuluh 
Anti Narkoba 
Sebelumnya penulis telah menguraikan tugas dari bidang 
pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bidang 
pencegahan terdapat 2 seksi yaitu seksi Diseminasi Informasi dan 
seksi Advokasi. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang 
ditujukan kepada kelompok target atau individu agar saran tersebut 
memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 
memanfaatkan informasi tersebut. Sedangkan Advokasi merupakan 
sebuah proses membawa perubahan di dalam kebijakan, peraturan-
peraturan dan praktik dari individu–individu yang berpengaruh yang 
bertujuan pada perubahan dari sikap, aksi, kebijakan dan peraturan-
peraturan  dengan mempengaruhi orang dan organisasi-organisasi 
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dengan kekuatan, sistem-sistem dan struktur-struktur pada level yang 
berbeda. 
1. Pagelaran Seni Budaya 
Diseminasi informasi melalui wahana pagelaran seni selama 
tahun 2012 dan tahun 2013 dilaksanakan pada sasaran 
masyarakat sebanyak 500 peserta dan pada sasaran siswa dan 
mahasiswa sebanyak 500 peserta. 
2. Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak 
Diseminasi informasi dengan menggunakan wahana media 
cetak terdiri dari dua wahana, antara lain: 
a. Iklan pada media cetak lokal, masing-masing menayangkan 
sebanyak tiga kali. 
b. Wahana media cetak untuk bahan P4GN di lingkungan pelajar 
dan pekerja: 
1) Pada tahun 2012 dilakukan pembagian bulletin P4GN 
sebanyak 450 buku. 
2) Pada tahun 2012 dilakukan pembagian brosur P4GN 
sebanyak 300 lembar, kemudian meningkat menjadi 1800 
lembar pada tahun 2013. 
3) Pada tahun 2012 dilakukan pembagian Buku P4GN 
sebanyak 300 buku, kemudian meningkat menjadi 1000 
buku pada tahun 2013. 
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4) Pada tahun 2012 dilakukan pembagian flipchart P4GN 
sebanyak 300 exp. 
5) Pada tahun 2012 dilakukan pembagian stiker P4GN 
sebanyak 300 lembar, kemudian meningkat menjadi 1800 
stiker pada tahun 2013. 
3. Diseminasi Melalui Media Luar Ruang 
Diseminasi informasi melalui media luar ruang terdiri dari dua 
wahana, antara lain: 
a. Wahana spanduk, poster dan baliho. 
1) Pada tahun 2012 dilakukan penyebaran wahana spanduk 
sebanyak 75 spot. Sedangkan pada tahun 2013 ada 
sebanyak 11 buah. 
2) Pada tahun 2012 dilakukan penyebaran wahana poster 
sebanyak 900 lembar. Sedangkan pada tahun 2013 
sebanyak 1800 lembar. 
3) Pada tahun 2013 dilakukan penyebaran baliho sebanyak 5 
buah. 
b. Pada tahun 2012 dilakukan Wahana standing banner sebanyak 
100 paket. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 20 paket. 
4. Diseminasi Media Elektronik 
Diseminasi informasi melalui media elektronik terdiri dari dua 
wahana, antara lain: 
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a. Wahana televisi 
1) Pada tahun 2012 wahana dengan iklan P4GN pada televisi 
lokal dengan penayangan 100 hari. Sedangkan pada tahun 
2013 sebanyak 50 hari. 
2) Pada tahun 2012 dan 2013 dan talk show dengan topik 
P4GN masing-masing sebanyak 2 kali. 
3) Pada tahun 2012 dilakukan pemutaran film P4GN pada 
televisi lokal sebanyak dua kali. 
b. Wahana radio 
Pada tahun 2012 dilakukan diseminasi informasi dengan 
menggunakan wahana iklan pada radio lokal selama 210 kali, 
sedangkan pada tahun 2013 dilakukan sebanyak 80 kali. 
5. Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba 
Kampanye hidup sehat tanpa narkoba biasanya dilakukan 
dalam bentuk sepeda santai dan pameran anti narkoba. 
6. Advokasi P4GN di Lingkungan Instansi Pemerintah 
Advokasi P4GN di lingkungan organisasi pemerintah 
merupakan sebuah proses membawa perubahan di dalam 
kebijakan, peraturan-peraturan dan praktek dari individu–individu 
yang berpengaruh yang bertujuan pada perubahan dari sikap, aksi, 
kebijakan dan peraturan-peraturan  dengan mempengaruhi orang 
dan organisasi-organisasi dengan kekuatan, sistem-sistem dan 
struktur-struktur pada level yang berbeda. 
71 
 
Advokasi P4GN di lingkungan organisasi pemerintah yang 
dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan pada sasaran instansi pemerintah, siswa dan 
lingkungan kampus diantaranya: 
a. Advokasi pada instansi pemerintah dilaksanakan pada:  
1) Polres Kabupaten Sidrap. 
2) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 
3) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. 
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 
Sulawesi Selatan. 
6) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 
7) Lantamal VI Makassar. 
8) Pangdam VII Wirabuana. 
b. Advokasi P4GN di lingkungan siswa dilaksanakan pada: 
1) SMA Negeri 1 Maros. 
2) SMA Negeri 2 Watampone. 
3) SMA Negeri 17 Makassar. 
4) SMA Negeri 6 Makassar. 
5) SMA Negeri 9 Makassar. 
6) SMA Katolik. 
7) Penyuluhan bahaya Narkotika pada SMA Maros. 
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8) Penyuluhan bahaya Narkotika pada SMA 18 Makassar. 
9) Penyuluhan bahaya Narkotika pada SMA 1 Makassar. 
10) Penyuluhan bahaya Narkotika pada pelajar Bosowa 
International School Makassar. 
c. Advokasi P4GN di lingkungan kampus dilaksanakan pada:  
1) AMI Veteran Makassar. 
2) Poltekkes Kemenkes Makassar. 
3) Akademi Pariwisata Makassar. 
4) Universitas Hasanuddin. 
5) Universitas Negeri Makassar. 
6) Universitas Muslim Indonesia. 
7) Universitas Islam Negeri. 
8) STIMIK Dipanegara. 
9) Universitas 45 Makassar. 
10) Universitas Veteran Republik Indonesia. 
7. Advokasi P4GN Pada Lingkungan Swasta 
Advokasi P4GN di lingkungan organisasi swasta juga 
merupakan sebuah proses membawa perubahan di dalam 
kebijakan, peraturan-peraturan dan praktik dari individu–individu 
yang berpengaruh agar terjadi pada perubahan dari sikap, aksi, 
kebijakan dan peraturan-peraturan  dengan mempengaruhi orang 
dan organisasi-organisasi dengan kekuatan, sistem-sistem dan 
struktur-struktur pada level yang berbeda. Advokasi P4GN di 
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lingkungan perusahaan swasta yang dilaksanakan oleh BNNP 
Sulawesi Selatan yaitu:  
1) PT. Multi Prestasi 
2) PT. Pelindo. 
3) PT. Sinar Galesong. 
8. Pembentukan dan Pelatihan Kader Penyuluh Anti Narkotika 
Kader anti narkotika adalah kelompok orang yang dibina secara 
terstruktur oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan untuk membantu mengemban tugas dan fungsi 
P4GN di lingkungannya. Menurut Jamaluddin, selaku kepala bidang 
pencegahan59 sebelum dilakukan pembentukan kader kader, maka 
dilakukan sosialisasi anti narkotka. Dimana para peserta diberikan 
materi dan dilakukan pra test untuk mengetahui pemahaman 
peserta terhadap bahaya narkotika dan post test terhadap materi 
yang sebelumnya diberikan. Sebanyak 35 peserta terbaik nantinya 
akan diberikan pembekalan selama dua hari di hotel dan akhirnya 
dijadikan sebagai kader anti narkotika. Sasaran pembentukan 
kader anti narkotika yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi 
Selatan telah membentuk sebanyak beberapa kader khusus di Kota 
Makassar yaitu: 
a. Kader anti narkotika pada lingkungan SMA Negeri 17 Makassar 
sebanyak 35 orang;  
                                                          
       
59
 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, pada pukul 14.00 WITA. 
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b. Kader anti narkotika pada lingkungan SMA Negeri 6 Makassar 
sebanyak 35 orang;  
c. Kader anti narkotika pada lingkungan SMA Negeri 9 Makassar 
sebanyak 35 orang;  
d. Kader anti narkotika pada lingkungan AMI Veteran Makassar 
sebanyak 35 orang; 
e. Kader anti narkotika pada lingkungan Akademi Pariwisata 
Makassar sebanyak 35 orang.  
f. Kader anti narkotika pada lingkungan Universitas Hasanuddin  
Makassar sebanyak 35 orang;  
g. Kader anti narkotika pada lingkungan Universitas Muslim 
Indonesia sebanyak 35 orang;  
h. Kader anti narkotika pada lingkungan Universitas Negeri  
Makassar sebanyak 35 orang;  
i. Kader anti narkotika pada lingkungan PIP Makassar sebanyak 
35 orang;  
Setelah dilakukan pembentukan kader, maka selanjutnya kader-
kader tersebut kemudian melakukan sosialisasi bahaya narkotika di 
lingkungan masing-masing. Selain itu, kader-kader tersebut juga 
terkadang dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 
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Dalam bidang pemberantasan, Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan melaksanakan komponen 
kegitan sebagai berikut: 
Tabel 2 
 Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan 
1. Pemetaan Jaringan 
Pemetaan jaringan dilakukan untuk mengetahui daerah 
penyalahgunaan narkotika dan mengetahui lokasi masuk dan 
keluarnya distribusi penyalahgunaan narkotika serta mengetahui 
jaringan narkotika. Pemetaan jaringan ini terdiri dari pemetaan 
jaringan laut, darat dan udara. Pemetaan jaringan laut dilakukan di 
daerah pelabuhan, pemetaan jaringan udara dilakukan di daerah 
No BIANG KOMPONEN KEGIATAN 
2 PEMBERANTASAN 
Fasilitasi Peralatan Intelijen, Penyelidikan 
dan Penyidikan 
Pemetaan Jaringan 
Operasi Airport Interdiction 
Operasi Seaport Interdiction 
Operasi Lingkungan Masyarakat Rentan 
Pengungkapan Pabrikan Gelap Narkotika, 
Laboratorium Rumahan Dan Jaringan 
Yang Terlibat 
Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian 
Uang Yang Berkaitan Dengan Tindak 
Pidana Narkotika 
Penyidikan Aset Tersangka Kejahatan 
Narkotika 
Penyidikan Dan Upaya Peradilan 
Jaringan Sindikat Peredaran Narkotika 
Pengawasan Terhadap Produksi, 
Distributor, Penggunaan, Bahan Kimia 
Prekursor 
76 
 
bandara sedangkan pemetaan darat dilakukan di beberapa tempat 
diantaranya daerah terminal, Lembaga permasyarakatan dan 
Tempat Hiburan Malam. 
2. Operasi Airport Interdiction 
Operasi ini dilakukan dengan melakukan pengawasan di ruang 
tunggu Internasional dan pemantauan di gudang kargo barang 
Bandara Hasanuddin Makassar. 
3. Operasi Seaport Interdiction 
Operasi ini dilakukan dengan melakukan pemantauan kapal-
kapal laut di Pelabuhan Sukarno-Hatta dan memantau penerimaan 
petikemas dari dalam dan luar negeri serta memantau orang yang 
masuk di pelabuhan. 
4. Operasi Lingkungan Masyarakat Rentan 
Operasi lingkungan masyarakat rentan dilakukan dengan 
melakukan pemantauan di tempat-tempat perumahan kumuh yang 
dicurigai sebagai tempat terjadinya penyalahgunaan narkotika. 
5. Pengungkapan pabrikan gelap narkotika, laboratorium 
rumahan dan jaringan yang terlibat 
Pengungkapan pabrikan gelap narkotika, laboratorium rumahan 
dan jaringan yang terlibat dilakuakan dengan  melakukan operasi 
terhadap apotek dan gudang farmasi. Hal ini dilakukan dengan 
bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM). 
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6. Pengawasan terhadap produksi, distributor, penggunaan, 
bahan kimia prekursor 
Pengawasan terhadap produksi, distributor, penggunaan, bahan 
kimia prekursor dilakukan dengan melakukan pengawasan dan 
pemantauan terhadap tempat-tempat produksi, distribusi serta 
penggunaan bahan kimia prekursor. Hal ini dilakukan agar tidak 
terjadi penyalahgunaan narkotika selama proses produksi dan 
distribusi. 
7. Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran 
narkotika. 
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009. Mengenai penyelidikan, Undang-undang No 35 Tahun 
2009 tidak mengatur secara khusus pengertian penyelidikan dan 
penyidikan. Oleh karena itu, harus kembali mengacu ke Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-
undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 
Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal1 angka 9 Undang-
undang No Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan 
penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
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tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 
Undang-undang No 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan 
penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya”. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak 
pidana narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan pada dasarnya dilakukan oleh 
anggota Polda Sulselbar yang ditugaskan di Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 
Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika diatur bahwa: “Dalam melaksanakan tugas 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan 
dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika.” Dalam rangka melakukan penyidikan, 
penyidik BNN berwenang: 
a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan 
tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika;  
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b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 
c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; 
d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta 
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana 
dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika;  
h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional; 
i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah 
terdapat bukti awal yang cukup; 
j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan 
penyerahan di bawah pengawasan;  
k) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
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l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam 
dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; 
m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
n) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan 
tanaman; 
o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan 
alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan 
dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 
p) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
yang disita; 
q) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 
s) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 
Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua 
puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. 
Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua 
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puluh empat) jam. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam huruf i 
dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan 
dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan 
diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis 
dari ketua pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 
untuk jangka waktu yang sama. 
Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan 
penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua 
pengadilan negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada 
ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan. Teknik penyidikan 
pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan 
dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik BNN 
juga berwenang: 
a) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, 
termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 
b) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan 
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dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik 
tersangka atau pihak lain yang terkait; 
c) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga 
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang 
sedang diperiksa; 
d) Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis 
transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 
e) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk 
melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 
f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada 
instansi terkait; 
g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara 
izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 
tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 
hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa; dan 
h) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan 
penyitaan barang bukti di luar negeri. 
Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan 
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
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prekursor narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik 
BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap 
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai 
negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Hukum Acara Pidana.  
Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat 
bukti berupa: 
a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 
dan 
b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain 
kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada: 
1) Tulisan, suara, dan/atau gambar; 
2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 
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3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki 
makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 
memahaminya. 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik 
BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang 
mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan 
penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan 
dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: 
1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;  
2) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun 
dilakukan penyitaan; 
3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan 
prekursor narkotika; dan  
4) Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan 
penyitaan.  
Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya 
kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 
x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan 
tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, 
Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyidik 
pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara 
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penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita 
acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali 
dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita 
acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, 
ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. Penyerahan barang sitaan dapat 
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan 
dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau 
transportasi. 
Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan 
pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. 
Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik 
BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil 
barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan 
sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan 
dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 
dilakukan penyitaan. 
Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima 
pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor 
Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib 
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menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika 
tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan 
pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 
Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada 
dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan 
untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari 
kepala kejaksaan negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita 
acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan 
menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita 
acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, 
ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keadaan tertentu, batas waktu 
pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang 
sama. 
Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk 
kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN 
dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling 
lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala 
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kejaksaan negeri setempat. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri 
mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan 
dan pelatihan. 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam 
waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat 
ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat 
disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Untuk 
tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit 
terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan 
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. 
Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika dilakukan 
dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: 
a) Nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun 
ditemukan dan dilakukan pemusnahan; 
c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman 
narkotika; dan  
d) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau 
pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan. 
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Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan 
disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. Sebagian kecil 
tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh Menteri dan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian kecil 
tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh BNN untuk 
kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selain untuk kepentingan 
tersebut sebagian kecil narkotika atau tanaman narkotika yang disita 
dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal narkotika 
atau tanaman narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna 
pengungkapan asal narkotika atau tanaman narkotika dan jaringan 
peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan 
asas timbal balik. 
Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang 
sitaan menurut ketentuan batas waktu. Apabila berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti 
bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan, diperoleh atau dimiliki 
secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti 
rugi oleh Pemerintah. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh pengadilan. 
Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 
tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang 
seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap 
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orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai 
hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 
yang dilakukan tersangka atau terdakwa. 
Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa 
seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap 
orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa. Di sidang 
pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam 
pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau 
hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas 
pelapor. 
Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang 
lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan 
Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. 
Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa 
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta 
keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama 
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 
Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang 
digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 
atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta 
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hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dalam hal alat atau 
barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, 
pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut 
kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. 
Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor. 
Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara 
dan digunakan untuk kepentingan: 
a) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 
b) Upaya rehabilitasi medis dan sosial. 
Perampasan aset dapat dilakukan atas permintaan negara lain 
berdasarkan perjanjian antarnegara. 
Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat 
memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu 
narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika 
atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi Jika pecandu 
narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
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narkotika. Adapun untuk masa menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman. 
B. Efektivitas Pelaksanaan Kinerja Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan 
Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar 
 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat 
berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi 
jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun. Berikut adalah data 
proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika di Sulawesi Selatan 
dari tahun 2010-2015. 
Tabel 3 
Proyeksi Prevalensi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Umur 
10-59 Tahun di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2015 
  
     Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa rata-rata angka 
proyeksi prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan 
NO TAHUN
POPULASI
USIA 10-59 THN 
JUMLAH 
PENYALAHGUNA
PROYEKSI 
PREVALENSI
PREVALENSI 
1. 2010 5.968.421 121.773 2,04 %
2. 2011 6.055.602 125.730 2,08 % 1,9 % (115.056)
3. 2012 6.130.377 131.200 2,14 %
4. 2013 6.205.153 136.671 2,20 %
5. 2014 6.279.928 142.141 2,26 % Proyeksi BNNP
6. 2015 6.354.703 147.611 2,32 %
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sebesar 6%. Di mana pada tahun 2010 angka proyeksi prevalensi 
sebesar 2,04% (121.773 orang) dan meningkat menjadi 2,08% 
(125.730 orang) pada tahun 2011, pada tahun 2012 meningkat 
menjadi 2,14% (131.200 orang), pada tahun 2013 meningkat menjadi 
2,20% (136.671 orang), dan diperkirakan meningkat menjadi 2,32% 
(147.611 orang) pada akhir tahun 2015 jika tidak mendapat 
penanganan yang tepat. Walaupun demikian, proyeksi prevalensi 
penyalahguna narkotika di Sulawesi Selatan, pada tahun 2011 
menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penyalahguna narkotika 
dari 2,08% (125.730 orang) menjadi 1,9% (115.056 orang) atau 
mengalami penurunan 0,18% dari proyeksi prevalensi di tahun 2011. 
Namun, pada tahun 2012 proyeksi prevalensi penyalahguna narkotika 
di Sulawesi Selatan sebanyak 2,14% (131.200 orang). Adapun jumlah 
penyalahguna narkotika di Sulawesi selatan dari tahun 2008-2012 
dapat dilihat pada grafik berikut: 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) RI & Proyeksi Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP)  Sulawesi Selatan 
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Penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan sudah sangat 
merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna 
narkotika dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang 
ditangani oleh Polda Sulselbar. Bahkan peredaran narkotika sudah 
memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Adapun jumlah 
kasus narkotika yang ditangani Polda Sulselbar berdasarkan golongan 
usia di Sulawesi Selatan tahun 2007-2013 adalah sebagai berikut: 
Tabel 5 
Kasus Narkotika yang Ditangani Polda Sulselbar Berdasarkan 
Golongan Usia di Sulawesi Selatan tahun 2007-2013 
NO USIA 
TAHUN 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 < 15 Tahun - - 2 6 5 5 8 
2 16-19 Tahun 19 19 41 38 52 54 85 
3 20-24 Tahun - - 101 115 169 199 252 
4 25-29 Tahun 118 161 138 183 265 282 309 
5 > 30 Tahun 326 439 302 384 429 530 515 
Jumlah 463 619 584 726 918 1.070 1.169 
       Sumber: Polda Sulselbar 2013 
  
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa kasus narkotika yang 
ditangani Polda Sulselbar paling banyak pada usia di atas 30 tahun, 
kemudian antara 25-29 tahun, selanjutnya 20-24 tahun, kemudian 
antara 16-19 tahun, selanjutnya antara 15 tahun ke bawah. Hal ini 
menunjukkan bahwa sasaran peredaran narkotika saat ini, sudah 
sampai dan menyebar pada seluruh kalangan tanpa mengenal 
batasan usia. Bahkan ditahun 2013 jumlah kasus narkotika di umur 24 
tahun ke bawah yang ditangani oleh Polda  Sulselbar mencapai 345 
kasus. 
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Analisis mengenai klasifikasi penyalahguna tersebut juga harus 
dikaitkan dengan peta penyebaran narkotika di Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan penyebaran pengungkapan kasus penyalahguna 
narkotika di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulselbar, hampir semua 
kabupaten/kota sudah menjadi wilayah penyebaran dan 
penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan data pengungkapan 
kasus tersebut, dapat ditentukan kerawanan daerah penyebaran dan 
penyalahgunaan narkotika. Berikut data persebaran kasus narkotika 
yang ditangani Polda Sulselbar berdasarkan Kab/Kota di Sulawesi 
Selatan tahun 2012. 
Tabel 6 
Persebaran Kasus yang Narkoba Ditangani Polda Sulselbar 
Berdasarkan Kab/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2012 
Sumber: Polda Sulselbar 2012  
PENYEBARAN  TERSANGKA NARKOBA DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2009-2012
Resta Pare 82  
Kasus
Res Maros 33 
Kasus
Res KPPP 158 
Kasus
Res Gowa 39 
Kasus
Res Takalar 5 
Kasus
Res Pinrang
60 Kasus
Res Barru 18 
Kasus
Res Pangkep
14 Kasus
Res Lutim
16 Kasus
Res Lutra 15 
Kasus
Res Luwu 55 
Kasus
Res Tator 8 
Kasus
Res Palopo 17 
Kasus
Res Sidrap 75 
Kasus
Res Bone  66 
Kasus
Res Sinjai 13 
Kasus
Res Bulukumba
34 Kasus
Res Selayar
25 Kasus
Res Bantaeng
14 Kasus
Res Enrekang
12 Kasus
Res Wajo 64 
Kasus
Res Soppeng
17 Kasus
Restabes Mksr
748 Kasus
Res Jeneponto
11 Kasus
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa Kota Makassar 
adalah kota dengan jumlah kasus narkotika tertinggi dibandingkan 
dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Di mana 
Polrestabes Kota Makassar menangani sebanyak 748 kasus narkotika 
ditambah Resort Kepolisian Pengamanan Pelabuhan (Res.KPPP) 
sebanyak 158 kasus. Kemudian Polresta Pare-Pare dengan 82 kasus, 
Polres Sidrap dengan 75 kasus, Polres Bone dengan 66 kasus dan 
daerah yang paling sedikit jumlah kasus yang ditangani adalah Polres 
Takalar dengan 5 kasus.  
Kota Makassar sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan 
dengan tingkat penyalahguna tertinggi dan sangat mengkhawatirkan 
memerlukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan yang 
lebih efektif dan menyeluruh. Tingginya angka kasus penyalahgunaan 
narkotika juga tampak dalam data 2009-2014 dari Polrestabes Kota 
Makassar berikut: 
      Sumber: Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar 2009-2014. 
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa jumlah kasus 
penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Reserse Narkoba 
Polrestabes Kota Makassar dari tahun ketahun terus meningkat. Di 
mana pada tahun 2009 jumlah kasus narkotika sebanyak 106 kasus 
dan meningkat menjadi 251 kasus pada tahun 2012. Walaupun 
demikian, jumlah kasus narkotika pada tahun 2013 sempat mengalami 
penurunan menjadi 184 kasus. Kemudian pada bulan Mei tahun 2014, 
jumlah kasus narkotika sudah mencapai 95 kasus.  
Dari jumlah kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, dapat 
dibagi menjadi beberapa golongan penyahguna narkotika. Berikut 
adalah data kasus narkotika yang ditangani oleh Reserse Narkoba 
berdasarkan golongan penyalahguna. 
    Sumber: Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar 2009-2014 
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa kasus yang ditangani 
oleh Polrestabes Kota Makassar berdasarkan golongan penyalahguna 
di Kota Makassar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terdiri 
dari golongan bandar, pengedar dan pemakai. Di mana golongan 
pemakai merupakan golongan penyalahguna tertinggi jika 
dibandingkan dengan golongan penyalahguna bandar dan pengedar. 
Dalam kurung waktu dari tahun 2009-2012 terjadi peningkatan jumlah 
golongan pemakai narkotika. Di mana pada tahun 2009 golongan 
pemakai narkotika mencapai 126 orang, kemudian pada tahun 2012 
meningkat menjadi 279 orang. Walaupun demikian, pada tahun 2013 
terjadi penurunan golongan pemakai narkotika menjadi 190 orang. 
Sedangkan pada akhir bulan Mei tahun 2014, golongan pemakai 
narkotika sudah mencapai 122 orang.   
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jeki Sigulung-
gulung Simakatupang selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar60 meningkatnya penyalahgunaan narkotika untuk 
golongan pemakai dari tahun 2009-2012 dibebabkan semakin 
banyaknya peredaran narkotika yang terjadi dan mudahnya 
mendapatkan narkotika saat itu, kemudian terjadi penurunan di tahun 
2013 disebabkan banyaknya penyalahguna dari golongan pemakai 
yang meningkat statusnya menjadi pengedar. 
                                                          
       
60
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.00 WITA. 
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Demikian pula untuk golongan pengedar yang dalam kurung 
waktu tahun 2009-2013 terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2009 
kasus narkotika yang ditangani oleh Reserse Narkoba Kota Makassar 
sebanyak 18 orang, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 59 
orang. Sedangkan pada akhir bulan Mei tahun 2014, golongan 
pengedar narkotika sudah mencapai 27 orang. 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Jeki Sigulung-
gulung Simakatupang selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar61, meningkatmya penyalahgunaan narkotika untuk 
golongan pengedar dari tahun 2009-2012 dibebabkan karena 
banyaknya penyalahguna narkotika dari golongan pemakai yang 
meningkat statusnya dari pemakai manjadi pengedar. Sedangkan 
untuk golongan bandar ditahun 2009-2013 sifatnya fluktuatif. Di mana 
pada tahun 2011 jumlah golongan bandar yang ditangani oleh Reserse 
Narkoba Kota Makassar sebanyak 17 orang. Jumlah ini merupakan 
jumlah tertinggi dalam tahun 2009-2013. Kemudian pada tahun 2013 
sempat mengalami penurunan jumlah sebanyak 6 orang. Jumlah ini 
adalah jumlah terendah dalam tahun 2009-2013. Sedangkan pada 
akhir bulan Mei tahun 2014, golongan bandar narkotika sudah 
mencapai 5 orang.  
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Jeki Sigulung-
gulung Simakatupang selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes 
                                                          
       
61
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.00 WITA. 
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Kota Makassar62, golongan penyalahguna bandar sangat sulit untuk 
diungkap, sebab mereka memiliki jaringan yang antara bandar dan 
pengedar tidak saling bertemu sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu 
mereka juga melakukan kegiatan dengan sangat terorganisir. Dari 
jumlah kasus narkotika yang ditangani oleh Polrestabes Kota 
Makassar tersebut, panyalahguna narkotika dapat dibagi berdasarkan 
jenis usia sebagai berikut: 
Tabel 9 
 Kasus Narkotika yang Ditangani Polrestabes Kota Makassar 
Berdasarkan Usia Penyalahguna di Kota Makassar tahun 2009-
2014 
Sumber: Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. 
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa berdasarkan jenis 
usia penyalahguna narkotika, maka usia >30 tahun menempati urutan 
terbanyak selama tahun 2009-2014. Di mana pada tahun 2011 jumlah 
penyalahguna narkotika usia >30 tahun mencapai 162 orang dan 
merupakan jumlah terbanyak dibandingkan usia lainya dalam kurun 
waktu sejak tahun 2009-2014. Sedangkan pada tahun 2013 sempat 
mengalami penurunan menjadi 105 orang. Pada akhir bulan Mei tahun 
2014, penyalahguna narkotika usia >30 telah mencapai 61 orang. 
                                                          
      
62
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.10 WITA. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014/Mei
1 10-17 Tahun 1 2 5 15 18 5
2 18-20 Tahun 3 12 13 33 27 20
3 21-25 Tahun 25 42 60 84 63 35
4 26-30 Tahun 27 57 86 74 42 35
5 > 30 Tahun 99 120 162 143 105 61
155 233 326 349 255 156
NO USIA
Jumlah
TAHUN
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Apapun untuk penyalahguna narkotika usia 18-20 tahun, sejak 
tahun 2009-2014 terus mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 
2009 jumlah penyalahguna narkotika sebanyak 1 orang. Kemudian 
terus meningkat menjadi 33 orang pada tahun 2012. Sedangkan pada 
tahun 2013 sempat mengalami penurunan menjadi 27 orang. 
Walaupun demikian, selisihnya tidak terlalu signifikan yaitu sebanyak 6 
orang. Pada akhir bulan Mei tahun 2014, penyalahguna narkotika usia 
18-20 sudah mencapai 20 orang. 
Jumlah penyalahguna narkotika usia 10-17 tahun juga 
mengalami peningkatan selama tahun 2009-2013. Di mana tahun 2009 
jumlah penyalahguna narkotika usia 10-17 tahun mencapai 3 orang. 
Kemudian meningkat menjadi 18 orang pada tahun 2013. Sedangkan 
Pada akhir bulan Mei tahun 2014, penyalahguna narkotika usia 10-17 
tahun sudah mencapai 5 orang.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jeki Sigulung-
gulung Simakatupang selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar63, penyalahguna narkotika diusia 30 tahun ke atas lebih 
banyak yang menjadi bandar, pengedar dan pemakai. Sedangkan 
khusus untuk usia remaja lebih banyak yang menjadi golongan 
pemakai dan pegedar atau kurir diantaranya disebabkan oleh akses 
yang dimiliki oleh golongan remaja tersebut untuk menjual narkotika 
misalnya kesesama pelajar. Sejak tahun 2009-2014, belum ada 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.00 WITA. 
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ditemukan usia remaja yang meningkat statusnya menjadi golongan 
bandar. Hal ini disebabkan karena untuk menjadi seorang Bandar 
dibutuhkan modal besar dan jaringan yang terorganisir. Walaupun 
demikian, bukan tidak mungkin jika dikemudian hari usia remaja akan 
meningkat statusnya menjadi golongan Bandar apabila Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan semua 
pihak gagal dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan 
pemberantasan narkotika khususnya dikalangan remaja Kota 
Makassar. 
Berdasarkan data usia residen/pasien dari Balai Rehabilitasi 
BNN Baddoka Makassar, jumlah usia remaja yang menjadi residen 
akibat menggunakan narkotika sangat tinggi. Perlu diketahui bahwa 
Balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan sebuah balai 
yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan tugas pelayanan 
masyarakat berupa rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika secara terpadu berdasarkan aspek medis, psikologis, dan 
sosial kepada para pecandu narkotika yang ingin sembuh dan keluar 
dari jeratan keinginan untuk menggunakan narkotika. Berikut adalah 
data residen berdasarkan usia dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka 
Makassar: 
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Sumber: Data Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Tahun 2013.  
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa kebanyakan yang 
menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 
adalah residen yang berusia produktif dan /atau usia remaja. Menurut 
Jamaluddin, selaku kepala bidang pencegahan64 banyaknya remaja 
dan /atau pelajar yang menggunakan narkotika awalnya dimulai dari 
menghisap lem aibon dan mengggunakan obat-obatan berbahaya 
seperti distro dan somadril. Rendahnya pemahaman para remaja dan 
/atau pelajar terhadap narkotika juga menyebabkan mereka menjadi 
sasaran para pengedar narkotika. Di mana para pengedar awalnya 
hanya memberikan kepada para remaja dan/atau pelajar sedikit 
narkotika untuk dicoba dan lama-kelamaan akhirnya mereka menjadi 
ketergantungan terhadap narkotika. Kemudian mereka untuk 
mendapatkan narkotika tersebut para remaja dan /atau pelajar 
kemudian diajak kerjasama dan dijadikan sebagai kurir narkotika.  
Dari hasil kasus yang ditangani oleh Reserse Narkoba 
Polrestabes Kota Makassar, maka pengangguranlah yang menempati 
urutan terbanyak yang menyalahgunakan narkotika. Berikut adalah 
                                                          
       
64
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.00 WITA. 
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data kasus narkotika yang ditangani oleh Reserse Narkoba 
Polrestabes Kota Makassar berdasarkan pekerjaan penyalahguna di 
Kota Makassar tahun 2009-2014:  
Tabel 11 
Kasus Narkotika yang Ditangani Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar Berdasarkan Pekerjaan Penyalahguna di Kota 
Makassar tahun 2009-2014 
      Sumber: Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas 
jumlah penyalahguna narkotika di Kota Makassar berdasarkan jenis 
pekerjaan pelaku, pengangguranlah yang menempati urutan tertinggi 
yaitu sebesar 362 orang selama tahun 2009-2013. Sedangkan yang 
paling rendah adalah pegawai honorer yaitu hanya 1 orang pada tahun 
2012. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jeki Sigulung-
2009 2010 2011 2012 2013 2014/Mei
1 Pelajar 1 1 2 12 5 5
2 Mahasiswa 2 10 8 28 23 7
3 Pegawai Negeri 1 12 13 4 10 2
4 Pegawai Swasta 18 51 92 104 54 37
5 Pegawai Honorer - - - 1 - -
6 Wiraswasta 71 7 5 82 58 1
7 TNI/POLRI 1 64 96 8 - -
8 Tani/Nelayan 1 5 2 - 2 1
9 Buruh Harian 14 17 33 25 46 33
10 Tukang Ojek - - - 6 - -
11 Pengangguran 46 66 75 79 57 39
155 233 326 349 255 125JUMLAH
TAHUN
NO PEKERJAAN PELAKU
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gulung Simakatupang 65 selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar, pengangguran menempati urutan tertinggi disebabkan 
beberapa faktor yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki 
sehingga tidak memiliki keahlian yang mempuni, tuntutan kehidupan 
yang tinggi serta lingkungan yang salah sehingga mereka menjual 
narkotika disebabkan besarnya keuntungan yang diperoleh. Hal inilah 
yang menyebabkan tingginya penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh para pengangguran.  
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Faisa,66 selaku 
anggota Seksi Desiminasi dalam bidang pencegahan, Kota Makassar 
merupakan kota dengan jumlah kasus narkotika tertinggi dibandingkan 
dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan disebabkan Kota 
Makassar adalah kota dengan jumlah populasi tertinggi di Sulawesi 
Selatan. Selain itu, Kota Makassar juga merupakan kota startegis yang 
memiliki Pelabuhan Internasional Sukarno-Hatta dan dekat dengan 
Bandar Udara Hasanuddin. Muhammad Aidil Aqsa67 selaku Kepala 
Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran juga menambahkan 
bahwa Kota Makassar merupakan daerah lalulintas yang starategis 
baik pelayaran darat, laut dan udara, sehingga Kota Makassar sering 
dijadikan alur lalu lintas menuju daerah lain di Sulawesi Selatan dan 
Indonesia timur. Selain itu, masyarakat di Kota Makassar juga memiliki 
masyarakat yang beraneka ragam. Hal ini ditegaskan pula oleh 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.00 WITA. 
       
66
 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juli 2014, pada pukul 11.00 WITA. 
       
67
 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juli 2014, pada pukul 13.15 WITA. 
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Subedi68 selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar 
yang mengatakan bahwa penyelundupan narkotika di Kota Makassar 
banyak melalui gerbang laut yang kurang diawasi, di mana 
penyelundup terkadang menggunakan perahu-perahu kecil untuk 
menyelundupkan narkotika dari pulau Nunukang dan Samarida melalui 
gerbang-gerbang laut di Kota Makassar, diantaranya melaui pulau 
Kayangan dan pulau Lae-lae. Penyelundupan narkotika juga kadang 
dilakukan melalui paket pengikiriman barang lewat darat dan udara 
untuk menghindari penangkapan dan menyulitkan aparatur penegak 
hukum untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika. 
Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km2 yang terbagi dalam 14 
Kecamatan. Diantara 14 kecamatan tersebut terdapat beberapa 
kecamatan yang rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Berikut 
adalah data jumlah kecamatan yang ada di Kota Makassar:     
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.20 WITA. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jeki Sigulung-
gulung Simakatupang 69 selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar, saat ini, ada beberapa kecamatan rawan terjadi 
penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar, yaitu Kecamatan 
Makassar, Panakukang, Rappocini, Ujung Pandang, Tamalate dan 
Tallo. Subedi70 selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes Kota 
Makassar juga menegaskan, bahwa daerah yang rawan 
penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar yaitu Jalan Kerung-
kerung, Kandea, Rajawali, Cendrawasih dan Pampang. Hal ini 
disebabkan karena beberapa faktor diantaraya karena daerah tersebut 
tergolong sebagai daerah kumuh yang padat penduduk dan diantara 
daerah tersebut banyak masyarakatnya yang tergolong miskin 
sehingga mereka yang pengangguran banyak yang bekerja dalam 
bisnis narkotika disebabkan banyaknya keuntungan yang diperoleh 
dari bisnis tersebut.  
Beberapa daerah/tempat rawan lainnya yang banyak terjadi 
penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja adalah kampus dan 
tempat kos-kosan mahasiswa. Banyaknya terjadi penyalahgunaan 
narkotika di tempat tersebut disebabkan oleh banyak faktor, 
diantaranya yaitu lemahnya pengawasan dari pihak kampus dan kos-
kosan yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.10 WITA. 
       
70
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.20 WITA. 
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penulis dengan Jamaluddin, selaku kepala bidang pencegahan71, 
penyalahgunaan narkotika dari kalangan pelajar dan mahasiswa sudah 
sangat mengkhawatirkan. dimana ada beberapa mahasiswa sebuah 
kampus yang memiliki organisasi pecinta alam, ketika melakukan 
pendakian gunung malah melakukan penanaman pohon ganja. 
Bahkan di kampus lainnya ada yang ditemukan ganja seberat 3 
kilogram di sekretariat lembaga mahasiswanya. Selain itu, beberapa 
mahasiswa yang menjadi pengedar narkotika juga mengedarkan 
narkotika kepada sesama teman dan mahasiswa lainnya di kampusnya 
serta diberbagai kampus di Kota Makassar.  
Sedangkan menurut Max selaku kepala bidang intelijen Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan72, sebenarnya 
hampir semua daerah di Kota Makassar itu rawan terjadi 
penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan  karena penyalahguna 
narkotika dari kalangan bandar dan kurir selalu berpindah tempat 
dalam menjalankan aksinya untuk menghindari pengejaran petugas 
dan pengungkapan jaringannya. Hal ini menunjukkan bahwa semua 
tempat di Kota Makassar sangat rawan terjadi penyalahgunaan 
narkotika, termasuk dikampus-kampus yang ada di Kota Makassar. 
Banyaknya Tempat Hiburan Malam (THM) dan hotel di Kota 
Makassar juga menjadi tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan 
narkotika khusunya ketika acara malam tahun baru. Berdasarkan hasil 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014, pada pukul 13.30 WITA. 
       
72
 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, pada pukul 14.20 WITA. 
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wawancara penulis dengan Muhammad Aidil Aqsa73 selaku Kepala 
Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran, beberapa THM yang 
masih ditemukan adanya beberapa pengunjung yang menggunakan 
narkotika yaitu THM Liquid, Botol dan Zona Cafe.  
Jeki Sigulung-gulung Simakatupang74  selaku anggota Reserse 
Narkoba Polrestabes Kota Makassar juga menambahkan, lemahnya 
pengawasan dari pengelola THM di Kota Makassar menyebabkan 
banyaknya pengunjung yang masih menggunakan narkotika. Selain 
itu, beberapa pengunjung juga menggunakan narkotika sebelum 
masuk ke THM sehingga luput dari pemeriksaan pengelola THM. 
Selain itu, transaksi narkotika juga banyak terjadi di sekitar lingkungan 
THM, di mana pembeli yang banyak dari pengunjung TMH tersebut 
melakukan transaksi pembelian narkotika di sekitar lingkungan THM.  
Subedi75 selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes Kota 
Makassar juga menambahkan bahwa beberapa oknum yang bekerja di 
THM dan hotel juga terkadang bekerjasama dengan penyalahguna 
narkotika dan oknum penegak hukum, indikasi bahwa tempat tersebut 
ada yang bekerjasama dengan penyalahguna narkotika dan oknum 
penegak hukum adalah apabila setiap akan ada razia oleh aparat 
keamanan, maka tidak diketemukan peredaran narkotika di tempat 
tersebut, karena informasi akan adanya razia ternyata sudah 
diberitahukan terlebih dahulu ke pada pihak tempat hiburan dan/atau 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2014, pada pukul 13.15 WITA. 
       
74
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.00 WITA. 
       
75
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014, pada pukul 15.25 WITA. 
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hotel sehingga penyalahguna narkotika yang sudah jadi target 
sebelumnya sudah mengetahui informasi tersebut dan berhasil 
melarikan diri. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jamaluddin, 
selaku kepala bidang pencegahan76, selama ini Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi selatan belum melakukan fungsi 
pencegahan di THM dan Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar, 
melainkan hanya melakukan fungsi pemberantasan dengan 
melakukan razia dan menahan pengunjung yang positif menggunakan 
narkotika berdasarkan hasil tes urin.  
Lemahnya fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi selatan di THM dan 
Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar sangat disayangkan. 
Berdasarkan hasil razia aparatur penegak hukum selama ini, baik yang 
dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
selatan dan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, kedua 
lokasi tersebut sangat rawan menjadi penyalhgunaan narkotika. 
Berdasarkan data-data yang penulis paparkan di atas, maka 
permasalahan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota 
Makassar merupakan permasalahan yang kompleks. Dalam 
mewujudkan efektifitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika 
                                                          
       
76
 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, pada pukul 14.15 WITA. 
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dikalangan remaja Kota Makassar, Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) bukanlah satu-satunya lembaga yang harus berperan di dalam 
mewujudkan hal tersebut melainkan melibatkan banyak pihak baik 
kepolisian maupun masyarakat Kota Makassar. 
Jenis narkotika yang beredar saat ini jumlahnya sangat 
beraneka ragam. Baik jenis narkotika yang diatur dalam Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun jenis narkotika 
baru yang belum diatur di dalam undang undang-undang tersebut. 
Berikut adalah jenis narkotika yang pernah digunakan oleh residen dari 
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan barang bukti narkotika 
yang diungkap oleh Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar 
Tahun 2009-2014: 
Tabel 13 
Data Zat Yang Digunakan Oleh Residen Dari Balai Rehabilitasi 
BNN Baddoka Makassar Tahun 2013 
      Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Tahun 2013 
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Tabel 14 
Data Barang Bukti Narkotika Yang Diungkap Oleh Reserse 
Narkoba Polrestabes Kota Makassar Tahun 2009-2014 
     Sumber: Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar 
 
Berdasarkan data table 13 dan 14 tersebut, tampak bahwa jenis 
narkotika atau zat yang digunakan oleh residen dan barang bukti 
narkotika yang berhasil diungkap oleh Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar yaitu Shabu-shabu, Ganja, Putaw, Ecstasy, Heroin, 
Morfin, Aibon, Somadril dan obat-obatan lainnya. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan Jeki Sigulung-gulung Simakatupang 77 
selaku anggota Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, rata-
rata penyalahguna narkotika dari kalangan remaja lebih banyak 
mengunakan ganja disebabkan harga ganja yang murah dan mudah 
untuk didapatkan.  
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juli 2014, pada pukul 14.00 WITA. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014/Mei
1 Ecstasy 254 butir 102 butir 46 butir 1052 butir 57 butir 28 butir
2 Sabu-sabu 
151 Paket Kecil + 4 
Paket Besar
277 Paket
487 Paket + 
2 ons + 150 
gram
422 Paket Kecil 
+ 28 Paket 
Sedang + 295 
ons
756 Paket
136 Paket + 
441,9151 
gram
3 Ganja
22 Paket Besar + 172 
Paket Kecil + 3 Paket 
Sedang + 7 Linting + 1 
Paket Batang
50 Paket
30 Paket + 
1/2 Paket
141 Paket + 4,1 
kg
238 Paket
1 kg + 18 
Paket 
4 Putaw
1 Paket Kecil + 1 Paket 
Besar
_ _ _ _ _
5 Somadril _ _ _ 42,16 butir 462 butir 627 butir
NO USIA
TAHUN
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Selain itu, narkotika juga banyak digunakan untuk memulai 
hubungan seks. Hal ini banyak dilakukan di daerah THM. Berdasarkan 
hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Tahun 200878 dari 
penyalahguna narkotika yang pernah berhubungan seks, sekitar 1 dari 
10 orang pernah menggunakan narkotika hanya untuk melakukan 
hubungan seks, di mana narkotika dianggap dapat meningkatkan libido 
untuk berhubungan seks. Paling tidak ada 3 jenis narkoba yang 
banyak disebut terkait dengan hal itu, yaitu shabu-shabu, ganja dan 
ekstasi. Jenis shabu-shabu dan ecstasy juga banyak digunakan 
walaupun harganya sedikit mahal dibandingkan dengan ganja 
disebabkan karena efek dari shabu-shabu dan ecstasy yang lebih kuat 
dibandingkan dengan ganja.  
Banyaknya penyalahguna yang menggunakan shabu-shabu, 
ecstasi dan ganja juga dibebabkan karena ketiga jenis narkotika 
tersebut merupakan jenis narkotika yang banyak dipasarkan dan 
mudah didapatkan oleh penyalahguna. Hal ini tampak pada tabel 14. 
Di mana barang bukti jenis narkotika  shabu-shabu, ecstasi dan ganja 
yang berhasil diungkap kuantitasnya semakin banyak. Khusus untuk 
narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja jumlahnya semakin meningkat 
selama tahun 2009-2014. 
Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga 
menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan 
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 Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Studi Kerugian Ekonomi 
dan Sosial Akibat Narkoba Tahun 2008, Hal 16. 
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kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja 
Kota Makassar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 
efektivitas diartikan sebagai keefektifan. Hal ini berarti bahwa kata 
efektivitas digunakan untuk menentukan apakah sesuatu yang 
digunakan sudah efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan atau 
diharapkan sebelumnya. Apabila arti kata efektivitas di atas kemudian 
dikaitkan dengan kalimat efektivitas kinerja Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota Makassar maka 
batasan yang dimaksud adalah bahwa Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan akan mewujudkan tujuan 
pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota 
Makassar.  
Efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator 
ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Jika suatu aturan 
hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran 
penerapan aturan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa aturan 
hukum yang bersangkutan adalah efektif.  Namun demikian, sekalipun 
dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat 
dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Menurut  H.C. Kelman, 
ketaatan hukum dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu ketaatan yang 
bersifat Compliance, ketaatan yang bersifat Identification dan Ketaatan 
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yang bersifat Internalization. Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep 
H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum 
hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat 
karena compliance dan tidak  karena identificatioan atau internalization 
tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum 
berdasarkan dua jenis atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena 
aturan hukum itu memang cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, 
juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya 
hubungan baiknya dengan pihak lain. Pendapat H.C. Kelman tersebut 
sejalan dengan pendapat Achmad Ali yang berpendapat bahwa ukuran 
untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan sangat bergantung pada dua hal: 79 
1) Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. 
2) Meskipun sebagian masyarakat terlihat menaati hukum, maka 
ukuran kualitas efektivitas aturan itu masih dapat dipertanyakan. 
Misalnya, apabila sebagian warga masyarakat menaati suatu 
aturan karena compliance atau identification, maka kualitas 
keefektifan suatu aturan itu masih rendah. Sebaliknya semakin 
banyak warga masyarakat yang menaati hukum yang bersifat 
internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan 
tersebut. 
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Berikut hasil penelitian penulis melalui pembagian kuesioner 
pada bulan Mei sampai Juli 2014 kepada 100 responden yang terdiri 
dari pelajar SMA/SMK sebanyak 33 orang, Mahasiswa sebanyak 33 
orang dan remaja yang hidup di jalan atau anak jalanan sebanyak 34 
orang terkait efektivitas kinerja Bidang Pencegahan Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 
Tabel 15 
Tanggapan Responden (Pelajar, Mahasiswa dan Anak jalanan)  
N
o 
Pertanyaan 
Tanggapan 
Jumla
h 
1 
Apakah anda 
mengetahui bahaya 
narkotika? 
Ya: 95 Tidak: 5 
100 
orang 
2 
Dari mana anda 
mengetahui bahaya 
narkotika?  
a) BNNP* 
b) Keluarga. 
c)  Organisasi anti 
narkotika di sekolah 
atau kampus . 
d) Lainnya 
BNNP: 
12   
Keluarga: 
2 
Organisasi 
anti narkotika 
di sekolah 
atau kampus: 
1  
Lainnya
:80 
95 
orang 
3 
Apakah anda 
pernah mengikuti 
sosialisasi langsung 
bahaya narkotika & 
mengikuti 
pembentukan dan 
pelatihan kader 
penyuluh anti 
narkoba yang 
diadakan oleh 
BNNP? 
Ya: 2 TIdak: 98 
100 
orang 
4 
Berapa kali Anda 
mendapatkan 
sosialisasi bahaya 
narkotika tersebut? 
1X: 1 2x: 1 3x: - > 4x: - 
2 
orang 
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5 
Apakah Anda 
pernah  
mendapatkan 
sosialisasi narkotika 
dari media cetak, 
luar ruang dan 
elektronik yang 
dilakukan oleh 
BNNP? 
Ya: 3 Tidak: 97 
100 
orang 
6 
Di mana anda 
mendapatkan 
sosialisasi tersebut?   
a) Media Cetak 
b) Media Luar 
Ruang 
c) Media Elektronik 
Media 
cetak: - 
Media Luar 
Ruang: - 
Media 
Elektronik: 3   
3 
orang 
7 
Apakah alasan 
Anda tidak 
menggunakan 
narkotika? 
a) Takut Sanksi 
berat/hukuman 
mati. 
b) Takut 
hubungannya 
dengan 
keluarganya rusak 
c) Sesuai dengan 
nilai interinsik 
Takut 
sanksi berat 
atau 
hukuman 
mati: 38     
Takut hubungan 
dengan 
keluarganya 
rusak: 23 
Sesuai 
dengan nilai 
interinsik : 
37  
100 
orang 
8 
Apakah Anda 
mengetahui jenis 
narkotika yang ada 
saat ini? 
Ya: 95 Tidak: 5 
100 
orang 
9 
Apakah anda 
pernah mencoba 
menggunkan salah 
satu dari jenis 
narkotika? 
Ya: 2 Tidak: 98 
100 
orang 
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Sumber: Pembagian Kuessioner Pada Bulan Mei sampai Juli 2014 
 
Berdasarkan dari hasil kuesioner, penulis mendapatkan hasil 
seperti yang penulis paparkan dalam tabel di atas bahwa dari 100 
responden, 95 responden mengetahui bahaya narkotika sedangkan 5 
responden tidak mengetahui bahaya narkotika. Lima responden yang 
tidak mengetahui bahaya narkotika tersebut seluruhnya berasal dari 
golongan responden anak jalanan atau pengangguran. 
Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua, darimana mengetahui 
informasi bahaya narkotika tersebut. Sebanyak 12 responden 
mengetahui informasi bahaya narkotika dari program kerja Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, 2 responden 
menegetahui bahaya narkotika dari keluarga, 1 responden mengetahui 
bahaya narkotika dari organisasi anti narkotika di sekolah atau 
kampusnya. Sedangkan sebanyak 80 responden lainya mengetahui 
bahaya narkotika dari tayangan dan pemeberitaan di media massa 
nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan sudah menjalankan fungsi 
pencegahan, walapun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Sebab 
10 
Apabila ada 
keluarga atau 
teman dekat anda 
menyalahgunakan 
narkotika, apakah 
anda akan 
melaporkannya ke 
aparat penegak 
hukum? 
Ya: 7 Tidak: 93 
100 
orang 
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sebanyak 80 responden hanya sekedar mengetahui bahaya narkotika 
lewat tayangan dan pemeberitaan di media massa nasional.  
Menurut Achmad Ali80, Pengaruh media massa dalam 
membentuk opini publik dalam bidang hukum cukup besar. Pengaruh 
itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Pemberitaan yang 
membesar-besarkan (misalnya dijadikan headline) di Koran-koran 
tentang beratnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku 
kejahatan akan berdampak positif, yaitu menimbulkan peringatan 
kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan tersebut. 
Sebaliknya pemberitaan di Koran-koran yang membesar-besarkan 
kesuksesan penjahat dalam melakukan aksi kejahatannya dan 
kegagalan polisi untuk menangkap penjahat tentunya akan berdampak 
negatif. Di mana warga masyarakat akan menilai pihak aparatur 
penegak hukum belum cukup professional untuk melaksanakan tugas 
mereka. 
Untuk pertanyaan ketiga, sebanyak 2 responden pernah 
mengikuti sosialisasi langsung bahaya narkotika dan mengikuti 
pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti narkoba yang 
diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan. Sedangkan sebanyak 98 responden tidak pernah mengikuti 
pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti narkoba yang 
diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
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Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas dari pembentukan dan 
pelatihan kader penyuluh anti narkoba yang diadakan oleh Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan belum 
maksimal. Apalagi jika dikaitkan pertanyaan keempat mengenai berapa 
kali responden yang mengikuti sosialisasi tersebut mendapatkan 
sosialisasi bahaya narkotika, sebanyak satu responden hanya 
mengikuti satu kali sosialisasi sedangkan satunya lagi sudah mengikuti 
sosialisasi tersebut sebanyak dua kali. 
Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima apakah responden 
pernah mendapatkan sosialisasi narkotika dari media cetak, luar ruang 
dan elektronik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan, sebanyak 3 responden pernah 
mendapatkan sosialisasi tentang narkotika dari media cetak, luar ruang 
dan elektronik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan. Dari mereka yang pernah mendapatkan 
sosialisasi tersebut, seluruhnya mendapatkan sosialisasi tersebut 
hanya dari media elektronik yang dilakukan oleh Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Sedangkan 97 responden 
tidak pernah mendapatkan sosialisasi tersebut.  
Pertanyaan ketujuh mengenai apakah alasan responden tidak 
menggunakan narkotika, sebanyak 38 responden berpendapat 
responden tidak menggunakan narkotika disebabkan karena takut 
sanksi berat atau hukuman mati (compliance), 23 responden takut 
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hubungan dengan keluarganya rusak (identificatioan) dan 37 
responden sesuai dengan nilai interinsiknya (internalization). Menurut 
Achmad Ali81, Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap 
suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat 
compliance atau hanya takut sanksi maka derajad ketaatanya sangat 
rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
Berbeda jika ketaatan yang besifat Internalization, yang ketaatanya 
karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik 
yang dianutnya maka derajat ketaatanya yang tertinggi. 
Untuk pertanyaan kedelapan, apakah anda mengetahui jenis 
narkotika yang diatur di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, sebanyak 95 responden mengetahui jenis narkotika 
yang diatur di dalam undang-undang narkotika, sedangkan sebanyak 5 
responden tidak mengetahui. Ketika responden menjawab jenis 
narkotika yang responden ketahui, rata-rata responden hanya 
mengetahui lima jenis narkotika, bahkan ada yang hanya mengetahui 
satu jenis narkotika saja. Padahal jenis narkotika yang beredar saat ini 
jumlahnya sangat banyak, dengan berbagai macam bentuk dan 
perubahannya. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan tentang jenis 
narkotika dikalangan remaja menyebabkan para remaja tersebut 
sangat mudah menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. Selain itu, 
para pengedar narkotika juga terkadang menjalankan modus 
                                                          
       
81
 Achmad Ali. Op. Cit. hlm. 349. 
121 
 
penjualan narkotika kepada para remaja dengan menggunakan 
berbagai macam nama dan bentuk narkotika untuk menghindari 
kecurigaan aparat penegak hukum dan sasarannya. 
Selanjutnya mengenai pertanyaan kesembilan, apakah anda 
pernah mencoba menggunkan salah satu dari jenis narkotika. 
Sebanyak 2 responden pernah mencoba menggunkan narkotika, 
sedangkan 98 responden tidak pernah menggunakan narkotika. Jenis 
narkotika yang digunakan oleh kedua responden tersebut adalah 
narkotika jenis ganja. Alasan responden tersebut menggunka narkotika 
yaitu karena rasa ingin tahu dan untuk bersang-senang. Usia 
responden tersebut ketika menggunkan narkotika tergolong kategori 
remaja yaitu pada usia 18 dan 21 tahun. Kemudian orang yang 
pertama kali menawarkan narkotika kepada mereka adalah sesama 
teman mereka sendiri.  
Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan82, proses seoarang remaja menggunkan 
narkotika diawali oleh sikap kompromi, di mana sikap ini awalnya 
dimulai dari tidak dalam bergaul kepada pemakai narkotika. Kemudian 
akan meningkat statusnya menjadi sikap coba-coba, di mana dalam 
tahap ini para remaja sudah segan menolak tawaran, ikut-ikutan 
memakai dan mencoba narotika. Kemudian sikap toleransi, di mana  
pada tahap ini para remaja sudah memakai narkotika berkali-kali 
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sehingga tubuhnya menjadi toleran. Akibatnya membuat tubuh perlu 
penambahan dosis yang lebih besar agar mendapatkan efek yang 
dikehendaki. 
Setelah tahap toleransi tersebut, maka akan meningkat 
statusnya menjadi kebiasaan. Pada tahap ini, para remaja sudah 
menjadi kebiasaannya yang mengikat untuk menggunkan narkotika 
dan mulai berpengaruh pada kebiasaan sosial si pengguna, seperti 
malas pergi ke sekolah. Selanjutnya tahap ketergantungan, pada 
tahap ini narkotika sudah mendalam, sehingga apabila pengguna 
berhenti pakai atau dosis kurang maka menyebabkan timbul gejala 
putus obat. Kemudian akan meningkat ketahap intoksifikasi, di mana 
akan menyebabkan keracunan narkotika dan menyebabkan kerusakan 
pada orga tubuhnya. Di tahap terakhir adalah tahap meninggap dunia, 
yaitu tahap yang diakibatkan karena berbagai penyakit yang 
ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara erlebian atau overdosis. 
Pertanyaan ketujuh mengenai apabila ada keluarga atau teman 
dekat anda menyalahgunakan narkotika, apakah anda akan 
melaporkannya keaparat penegak hukum, sebanyak 7 responden akan 
melaporkannya ke aparat penegak hukum, sedangkan sebanyak 93 
responden tidak akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. 
Rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu aparatur 
penegak hukum memberikan informasi merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi efektifitas kinerja Badan Narkotika Nasional 
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Provinsi (BNNP) Sulewesi Selatan yang penulis akan jelaskan pada 
pembahasan selanjutnya. 
Dari hasil kuesioner, penulis juga memberikan kuesioner 
kepada 100 orang responden remaja yang terdiri dari pelajar 
SMA/SMK sebanyak 50 orang dan Mahasiswa sebanyak 50 orang 
yang telah mengikuti sosialisasi bahaya narkotika, pembentukan dan 
pelatihan kader penyuluh anti narkotika dari Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan untuk mengetahui apakah 
pembentukan kader anti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP)  Sulawesi Selatan sudah efektif atai tidak. Berikut 
adalah tanggapan responden: 
Tabel 16 
Tanggapan Responden (Pelajar Dan Mahasiswa) Mengenai 
Apakah Pementukan Kader Anti Narkotika Sudah Efektif Atau 
Belum. 
Sumber: Pembagian Kuessioner Pada Bulan Mei sampai Juli 2014 
 
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa sebanyak 96% dari 
100 orang responden berpendapat bahwa pembentukan dan pelatihan 
kader penyuluh anti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika 
No Tanggapan Jumlah Presentase (%)
1 Ya 96 96%
2 Tidak 4 4%
100 100%Jumlah
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dikalangan remaja sudah efektif. Sedangkan sisanya sebanyak 4% 
dari 100 orang responden berpendapat belum efektif.  
Walaupun secara kualitas dari hasil kuesioner tersebut tampak 
bahwa sebanyak 96% responden yang telah mengikuti sosialisasi 
bahaya narkotika, pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti 
narkotika dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan berpendapat efektif, tetapi dari segi kuantitas belum efektif. 
Sebab masih banyak SMA/SMK dan kampus yang belum 
mendapatkan sosialisasi dan/atau belum ada kader narkotikanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang 
pencegahan, Jamaluddin83, saat ini jumlah SMA yang sudah ada kader 
anti narkotika di Kota Makassar hanya sebanyak tiga SMA saja yaitu 
SMAN 17 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 6 Makassar. 
Sedangkan dilingkungan kampus hanya AMI Veteran Makassar, 
Akademi Pariwisata Makassar, Universitas Hasanuddin  Makassar, 
Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri  Makassar dan PIP 
Makassar masing-masing sebanyak 35 orang. 
Menurut teori C.G Howard dan R.S Muners, salah satu faktor 
yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum antara 
lain sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
C.G Howard dan R.S Muners berpendapat bahwa fiksi hukum yang 
menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu 
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negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di 
negaranya tidak relevan. Sebab tidak mungkin penduduk atau warga 
masyarakat secara umum, mampu mengetahu keberadaan suatu 
aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak 
disosialisasikan secara optimal. 
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kinerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya 
Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja 
Kota Makassar. 
 
Salah satu prinsip yang dianut  oleh kajian sosiologi hukum 
adalah pandangan bahwa hukum itu tidak otonom. Menurut Sajipto 
raharjo, hukum itu tidak jatuh dari langit, tetapi tumbuh dan 
berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya.84 Ketidak 
otonoman hukum tampak dalam teori Talcott Parsons yang 
memandang sistem hukum (legal system) hanya satu diantara 
subsistem yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selain sistem 
hukum, masih terdapat subsistem lain yaitu keluarga, sistem 
pendidkan, pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial serta 
ekonomi dan kondisi lingkungan.85  
Antara subsistem tersebut, terdapat hubungan saling pengaruh-
mempengaruhi. Hal ini berarti, sistem hukum memberi dan menerima 
pengaruh pada dan dari berbagai subsistem lain. Dalam kaitannya 
dengan efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional 
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Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan narkotika dikalangan remaja kota Makassar juga 
dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kinerjanya khusunya di dalam 
penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 
1. Faktor Hukum 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
merupakan dasar hukum dalam upaya penanggulangan dan 
pemberantasan tindak pidana narkotika. Diundangkannya Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. 
Pengaturan mengenai penggunaan narkotika saat ini, sudah 
sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan 
lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang 
menyatakan: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”. 
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Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan 
tersebut menjadi dasar bagi pengaturan narkotika di Indonesia. 
Substansi konstitusi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan 
berasaskan keadilan,  pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, 
perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. 
Undang-undang tentang Narkotika bertujuan untuk: 
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia 
dari penyalahgunaan Narkotika; 
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; dan 
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 
Namun, Undang-Undang Narkotika tersebut di dalam 
praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-
perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian 
dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi 
undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain 
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substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak 
responsif. 
Salah satu modus yang dilakukan oleh para penyalahguna 
narkotika untuk menghindari sanksi hukum di Indonesia adalah 
dengan membuat jenis narkotika baru yang belum diatur di dalam 
undang-undang narkotika. Berdasarkan laporan singkat Rapat 
Dengar Pendapat Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional 
(BNN) tahun 2013, narkotika jenis baru yang beredar di Indonesia 
ada sebanyak 251 jenis dan belum diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan Jeki Sigulung-gulung Simakatupang86 selaku 
anggota Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, Saat ini, 
ada sekitar 35 jenis narkotika baru yang beredar dan belum diatur 
di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi efektivitas kinerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan 
aparatur penegak hukum lainnya dalam memberantas 
penyalahgunaan narkotika dan mewujudkan penegakan hukum 
yang efektif.  
2. Faktor Penegak Hukum 
Dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di 
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Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan tentunya 
membutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas yang memadai. 
Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentrasformasikan 
amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk 
pelaksanaan lapangan atau penerapan. Sedangkan kuantitas 
berguna untuk memaksimalkan penerapan atau pelaksanaan dari 
amanah itu.  
Saat ini, jumlah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan yang tercatat pada Sub Bagian 
Administrasi sebanyak 53 orang dari yang dibutuhkan sebanyak 
196 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 17 
   Jumlah Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan 
 
       
Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan. 
No URAIAN STANDAR 
BNN
SDM YANG 
DIMILIKI
KEBUTUHAN
1 KEPALA 1 1 0
2 ESELON III 4 4 0
3 ESELON IV 10 10 0
4 STAF SUBAG REN 5 2 3
5 STAF SUBAG LOG 8 6 2
6 STAF SUBAG ADM 12 4 8
7 STAF DISEMINASI 16 2 14
8 STAF ADVOKASI 17 3 14
9 STAF PSM 18 2 16
10 STAF ALTERNATIF 19 2 17
11 STAF INTELIJEN 13 5 9
12 STAF PENYIDIKAN, 
PENINDAKAN & PENGEJARAN 41 8 33
12 STAF PENGAWASAN 
TAHANAN, BARANG BUKTI & 
ASET
31 4 26
JUMLAH 196 53 143
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Suawesi selatan masih sangat 
kekurangan jumlah petugas khususnya dalam bidang pencegahan 
dan pemberantasan. Di mana dalam bidang pencegahan hanya 
memiliki petugas diseminasi Informasi sebanyak 2 orang dan 
petugas advokasi sebanyak 3 orang, sedangkan menurut standar 
Badan Narkotika Nasional (BNN) idealnya petugas diseminasi 
Informasi sebanyak 16 orang dan petugas advokasi sebanyak 17 
orang. Dalam bidang pemberantasan hanya memiliki petugas 
intelijen sebanyak 5 orang, dalam seksi penyidikan, penindakan 
dan pengejaran hanya memiliki petugas sebanyak  8 orang dan 
seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset hanya 
memiliki petugas sebanyak 4 orang, Sedangkan menurut standar 
Badan Narkotika Nasional (BNN) idealnya petugas intelijen 
sebanyak 13 orang, seksi penyidikan, penindakan dan pengejaran 
sebanyak 41 orang dan seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, 
dan Aset sebanyak 31 orang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Max87 selaku kepala 
bidang intelijen, saat ini 5 orang petugas intelijen yang berasal dari 
Polda Sulawesi selatan yang ditugaskan di Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan sudah ditarik oleh 
Polda Sulsel. Sehingga sampai saat ini, Badan Narkotika Nasional 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, pada pukul 14.26 WITA. 
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Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan masih menunggu petugas 
lainnya dari Polda Sulsel untuk menggantikan petugas sebelumnya. 
Jika ditinjau dari segi kuantitas dalam melaksanakan tugas 
khususnya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan 
narkotika dikalangan remaja Kota Makassar tentunya hal tersebut 
sangat jauh dari kondisi ideal dan mempengaruhi efektifitas kinerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
mengingat proyeksi penyalahguna narkotika yang terus meningkat 
setiap tahunnya dan luasnya cakupan kinerja petugas yang bukan 
hanya di Kota Makassar, tetapi juga seluruh daerah di Sulawesi 
Selatan. Selain itu, secara umum masih adanya beberapa oknum 
penegak hukum yang bekerja sama dengan penyalahguna 
narkotika dan atau menjadi penyalahguna narkotika. Adanya 
oknum yang juga menjadi penyalahguna narkotika data dilihat pada 
Table 11. Di mana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 
jumlahnya mencapai 169 orang.  
Secara umum, faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu 
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan 
peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam 
menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka atau 
dalam menegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Di 
mana seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah 
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karena terpenuhinya suatu kepentingannya (Interest) oleh 
perundang-undangan tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad 
Aidil Aqsa88 selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan dan 
Pengejaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 
proses mengajukan langsung berkas perkara kepada jaksa 
penuntut umum yaitu ada beberapa oknum jaksa yang terkadang 
memiliki mental sebagai penegak hukum yang kurang baik. Di 
mana berkas penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan terkadang dikembalikan oleh oknum jaksa 
tersebut sebanyak tiga kali untuk kemudian meminta kepada 
penyidik untuk mengganti pasal yang sebelumnya menggunakan 
pasal yang akan memidanakan tersangka menjadi pasal yang 
akhirnya merehabilitasi tersangka. Para penyidik terpaksa 
melakukan hal tersebut disebabkan oleh ketakutan penyidik untuk 
di prapradilankan karena melewati batas akhir penahanan. 
Prapradilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah: 
“Prapradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk 
memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini, tentang: 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahan 
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak 
lain atas kuasa tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau 
penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya 
hukum dan keadilan; 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2014, pada pukul 13.25 WITA. 
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c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang 
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” 
 
Jadi, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, 
akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan 
menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang 
sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup 
sulit untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif. 
3. Sarana dan Prasarana 
Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara 
perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara 
bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir 
dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat 
rahasia baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam melakukan pengungkapan jaringan yang luas yang 
bekerja secara rapi dan sangat rahasia tersebut. Selain itu, faktor 
sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk 
mengefektifkan aturan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk 
memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka 
diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam 
menjalankan aturan tersebut. Ada banyak kendala Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam menanggulangi 
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tindak pidana narkotika yang kaitannya dengan sarana dan 
prasarana.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad 
Aidil Aqsa89 selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan dan 
Pengejaran, kendala yang paling besar yaitu kendala kekurangan 
dana. Di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan saat ini mengalami pemotongan dana yang cukup 
besar. Akibat kekurangan dana tersebut membuat kuantitas 
pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan kurang efektif. 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 
Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. 
Jika hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 
mencapai tujuannya. 
4. Faktor Masyarakat 
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, 
masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2014, pada pukul 13.25 WITA. 
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pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika. Dalam Pasal 106 Undang-undang No 35 Tahun 
2009 Tentang narkotika diatur bahwa hak masyarakat dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan 
prekursor narkotika diwujdkan dalam bentuk: 
a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya 
dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor 
narkotika. 
b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi 
tindak pidana nerkotika dan prekursor narkotika kepada 
penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak 
pidana narkotika dan prekursor narkotika. 
c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang 
diberikan kepada penegak hukum atau BNN. 
d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat atau diminta hadir 
dalam proses peradilan. 
Menurut Jamaluddin, selaku kepala bidang pencegahan90 
mengatakan bahwa saat ini, masih banyak masyarakat yang takut 
untuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak 
pidana narkotika dan prekursor narkotika walaupun mereka akan 
memperoleh perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, pada pukul 14.10 WITA. 
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tersebut, dalam Pasal 100 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 
telah ditegaskan bahwa saksi, pelapor, penyidik penuntut umum 
dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan 
oleh negara dari acaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau 
hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses 
pemeriksaan perkara. Bahkan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-
undang No. 35 Tahun 2009 juga telah diatur bahwa orang tua atau 
wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan 
narkotika sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak 
melakukan fungsi pemberantasan berdasarkan laporan atau 
informasi masyarakat. Selain itu menurut penulis, sosialisasi 
tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi orang tua 
atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak 
melapor harus ditingkatkan.  
Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat khusunya 
remaja terhadap jenis-jenis narkotika dan bahayanya sehingga 
sangat rentan menyalahgunakan narkotika. Lemahnya pemahaman 
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tersebut menjadikan golongan remaja ini menjadi sasaran bagi 
pengedar dan bandar narkotika. Muhammad Aidil Aqsa91 selaku 
Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran, 
mengatakan bahwa faktor mental dan psikologi remaja juga 
menjadi salah faktor terjadinya penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika. Menurut Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, 
karakteristik remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
sehingga seringkali ingin mencoba-coba, menghayal dan merasa 
gelisah serta berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa 
disepelekan atau tidak dianggap. Selain itu, seringkali remaja juga 
melakukan perbuatan-perbuatan menurut normanya sendiri karena 
terlau banyak menyaksikan ketidakkonsistenan di masyarakat yang 
dilakukan oleh orang dewasa.92  
Menurut Soerjono Soekanto, Masa remaja merupakan gejala 
sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia 
kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari 
kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari 
identitasnya.93 Sedangkan  menurut Sofyan S. Willis, masa remaja 
adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak 
mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh 
pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal dan 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juli 2014, pada pukul 13.23 WITA. 
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 Mohammad Ali dan Muhammad Asrori. Op. Cit. Hlm. 18. 
       
93
 Soerjono Soekanto. 2004. Op. Cit.. Hlm. 51. 
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kejahatan seks. 94 Sedangkan menurut Zakiah Dradjat, remaja 
adalah masa transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia 
kanak-kanak yang lemah yang penuh dengan kebergantungan, 
akan tetapi belum mampu keusia yang kuat dan penuh tanggung 
jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. 
Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan 
tingkat sosial masyarakat di mana individu hidup. Semakin maju 
masyarakat semakin panjang usia remaja, karena seorang remaja 
harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam 
masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya.95  
Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan 
faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan 
narkotika. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih 
ada faktor lain yang memainkan peran penting yaitu faktor 
lingkungan si pemakai zat.96 Faktor lingkungan tersebut 
memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya 
motivasi untuk menyelahgunakan narkotika. Dengan kata lain, 
timbulnya masalah penyalahgunaan narkotika dicetuskan oleh 
adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi psikologis 
remaja. 
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 Ibid. hlm 1. 
        
95
 Sofyan S. Willis. Op. Cit. hlm. 22-23. 
        
96
 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutriasna W. 2013. Narkoba Psikotropika dan 
Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika. Hlm. 46. 
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5. Faktor Kebudayaan 
Perubahan yang terjadi secara drastis dalam era globalisasi 
ini, juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam 
masyarakat. Di kota Makassar, yang merupakan kota metropolitan, 
budaya masyarakat telah banyak mengalami pergeseran. Budaya 
masyarakat yang dahulu sangat memegang erat rasa kekeluargaan 
(komunal) kini telah bergeser cenderung individualis. Hal ini secara 
tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum terkait narkotika, 
dikarenakan masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam 
mengawasi lingkungan sosial agar jauh dari narkotika. 
Selain itu, di kota besar tingkat permasalahan masyarakat 
cukup kompleks. Sehingga tingkat stress masyarakat cukup tinggi. 
Hal ini yang kemudian membuat masyarakat di kota besar rawan 
untuk menyalahgunakan narkotika sebagai gaya hidup baru. Di 
mana ada beberapa jenis narkotika yang bisa membuat 
pemakainya menjadi tenang dan merasa bahagia.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-
bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara umum dapat disimpulkan juga bahwa hingga tahun 2014 ini 
berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya 
program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain pagelaran seni; 
diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan 
media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti narkoba; 
dalam upaya P4GN; pemetaan jaringan; pemetaan jaringan 
peredaran narkotika; penyelidikan, penangkapan dan penyidikan 
kasus narkotika; penyitaan aset sindikat kejahatan narkotika. 
Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun secara 
kuantitas belum efektif. Di mana Kota Makassar adalah kota 
dengan jumlah kasus narkotika tertinggi dibandingkan dengan 
daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan Golongan remaja di 
Kota Makassar yang menyalahgunakan narkotika sudah meningkat 
statusnya, dari yang sebelumnya pemakai meningkat menjadi 
pemakai dan pengedar. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam 
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upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di 
wilayah hukum Kota Makassar dapat ditinjau dari faktor hukum, 
faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan 
hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. yaitu Undang-
undang No. 35 tahun 2009 di dalam praktiknya lambat dalam 
menyesuaikan dengan perkembangan di dalam masyarakat 
sehingga substansi undang-undang tersebut tidak responsif 
terhadap jenis narkotika baru, jika ditinjau dari segi kuantitas  
petugas BNNP Sulawesi Selatan masih jauh dari ideal, kurangnya 
dana menyebabkan kuantitas pelaksanaan kegiatan tidak efektif, 
adanya masyarakat yang takut memberikan informasi adanya 
penyalahgunaan narkotika walaupun mereka akan memperoleh 
perlindungan hukum dan lemahnya pemahaman masyarakat 
khususnya remaja terhadap jenis narkotika dan bahayanya. 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka saran penulis adalah: 
1. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya 
direvisi kembali mengingat banyaknya jenis narkotika baru saat ini 
yang belum diatur di dalam undang-undang tersebut dan perlunya 
meningkatkan sosialisasi Undang-undang No 35 tahun 2009 
tentang narkotika kepada masyarakat terkait peran serta 
masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat yang menjadi 
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saksi serta ancaman pidana dan denda bagi orang tua atau wali 
dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor. 
2. Dalam upaya meningkatkan kuantitas kinerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah 
hukum Kota Makassar yang merupakan kota tertinggi kasus 
penyalahgunaan narkotika dibandingkan daerah lainnya di 
Sulawesi Selatan seharusnya pemerintah meningkatkan anggaran 
dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan bukannya malah mengurangi dana tersebut dan sebaiknya 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
kedepannya sudah memiliki intelijen dan penyidik tetap sehingga 
tidak mempengaruhi kinerjanya ketika intelijen dan penyidik Polda 
Sulawesi Selatan yang ditugaskan di BNNP ditarik atau diganti.  
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